
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (BeritaNegaraTahun 1950)sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor3851);

BUPATI GARUT,
: a. bahwa salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi

birokrasi Pemerintah Daerah adalah road map reformasi
birokrasi Pemerintah Daerah yang menjadi alat bantu bagi
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian
kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasibirokrasi.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan refomasi birokrasi
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi Nomor37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu adaya
pengaturan roadmapreformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024;

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURANBUPATI GARUT
KOMaR 27 TAHUK 2020

TEKTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT

Mengingat

Menimbang



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020
Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nornor25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
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Paull
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTAKG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUlf 2020-2024.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubah an Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
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AGENDAREFORMASIBIROKRASIPEMERINTAHDAERAH
MONITORINGDANEVALUASI
PENUTUP

BABIII
BABIV
BABV

Pasa14
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BABII GAMBARANBIROKRASIPEMERINTAHDAERAH

BAH III
SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasa13
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Refonnasi
Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan seeara efektif, efisien,
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Pasal2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

BAD II
MAKSUD DAN TUJUAN

9.

8.

7.

6.

ReformasiBirokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi
hingga terendah dan melakukan terobosan baru ~~ng~ lan~- Iangkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang
ada, perubahan paradigma dan dengan upaya Iuar biasa.
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah raneangan induk yang berisi arab
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu
2010-2025.
Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen operasionalisasi Grand Design
Reformasi Birokrasi (GORB)yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun
sekali dan merupakan reneana rinei pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu
tahapan ke tahapan selanjutnya selarna 5 (lima) tahun dengan sasaran
per tahun yang jelas.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut yang selanjutnya
disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah reneana kerja rinei dan
berkelanjutan yang menggarnbarkan pelaksanaan refonnasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2020-2024.
Reneana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut yang
selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah
rinei yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek
pelaksanaan refonnasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut
Tahun 2020-2024.

5.
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ZAT ZAT MUN AZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 KOMOR27

ttd

Diundangkan di Garut
pada tan"a! 28 - S - 2020
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

Pasa16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

BABN
KETENTUANPENUTUP

PasalS
lsi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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Ditetapun di Garut
pada tan"al 28 - S - 2020
B U PAT I GAR U T,

ttd



Ditetapkan di Garut
pada tanggal

>a B U PAT I GAR U T, t
~ ,7

YUDY GUNAWAN

ZAT ZAT MUNAZAT

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pj. SEKRETARISD~ ~UPATEN GARUT,

Pasa16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa15

lsi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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ZAT ZAT MUNAZAT
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal

pJ. SEKRETARISD:] ~UPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Garut.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

PasalS
lsi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,
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ZAT ZAT MUNAZAT

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal

\- PJ. SEKRETARIS D~ ~UPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 5 - 2020

B U PAT I GAR U T,

ttd

Pasa16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa15

lsi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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ZAT ZAT MUNAZAT

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS:R~r~~~UPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 5 - 2020

B U PAT I GAR U T,

ttd

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal5
lsi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
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ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAsUPATEN GARUT 202()'2024

A. Latar Belakang
Birokrasipemerintah merupakan salah satu elemenpenting dalam menjalankan

peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi untuk upaya mencapai tujuan nasional.
Di Indonesia, peran birokrasi dalam perubahan sosial cukup besar terutama pada
masa pemerintahan OrdeBaru. Birokrasi ditempatkan sebagai perencana, pelaksana
dan pengawas pembangunan. Peran ini kemudian semakin berkurang pada masa
reformasikarena terlibatnyamasyarakat di luar birokrasi,baik dalam bentuk lembaga
swadaya masyarakat ataupun organisasi nonpemerintah semi otonom (quasi
autonomous nongovernment organization).

Dalam era reformasi, lembaga-lembagaswadaya masyarakat, partai politik dan
kaum intelektual (dunia kampusjakademik), nampak lebih besar peranannya dalam
menciptakan perubahan sosial, terutama dalam menciptakan masyarakat yang
demokratis. Untuk itu diperlukan perubahan sikap dan perilaku para birokrat agar
mampumelayanimasyarakat dengan baik dan maksimal

Struktur birokrasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menyesuaikan
diri dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan karena tuntutan masyarakat
ataupun karena adanya kompetisi di era globalisasi.Masih terdapat kendala dalam
menerapkan kinerja organisasi dan budaya organisasi secara baik dan efisien,
sehingga mampu mendorong aparatur pemerintah berperilaku kompeten dan jujur.
Penyebab lainnya adalah karena adanya kelemahan dalam sistem informasi,
kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang belum sesuai standar nasional
maupun internasional, proses pengambilan keputusan dalam ruang lingkup
kebijakan yang terpusat, serta pelaksanaan aturan hukum yang belum berjalan
dengan optimal. Kesemuanya menunjukkan bahwa perilaku dan budaya birokrasi
belum berubah secara signifikan, meskipun paradigma pemerintahan telah
mengalamiperubahan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Penyelenggaraanotonomidaerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu
perubahan yang kompleks dan berkesinambungan. Pada tahap awal desentralisasi,
dilakukan transfer berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat ke berbagai
institusi terutama institusi pemerintah subnasional. Setelah transfer kewenangan
kemudian akan diikuti dengan transfer pembiayaan, dokumen-dokumenserta sarana
dan prasarana. Setelah tahap-tahap tersebut selesai dilalui,melanjutkan peningkatan
kemampuan dari institusi yang memperoleh transfer kewenangan untuk
mengelolanya secara baik dan benar. Tanpa manajemen yang baik, konsep
penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk
mengembangkan demokrasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan,
serta memeratakan keadilan tidak akan tercapai. Akanmuncul sumber-sumber
inefisiensi,in-efektivitasserta ketidakadilan yang baru di daerah-daerah yang dapat
menjadipemicubagi terjadinyakrisis multidimensional.

BABI
PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020-2024



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAauPATEN GARUT 202()'2024

Untuk menjalankan otonomi daerah sesuai amanat konstitusi, birokrasi
daerah harus melakukan reformasi dalam semua aspek, termasuk reformasi
manajemen agar sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategisnya.
Manajemen menjadi faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan reformasi birokrasi
guna mensukseskan implementasi otonomi daerah di Indonesia.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Peter F. Drucker (1995)­
Bapak Manajemen Modern yang menolak penggunaan istilah "underdeveloped
country" untuk negara-negara tertinggal. Drucker menyarankan penggunaan istilah
"undermanaged country", karena ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama
disebabkan oleh ketertinggalan dalam manajemennya. Dengan perkataan lain,
kemajuan suatu negara akan sangat ditentukan oleh kualitas menajemennya. Hal
tersebut secara mutatis-mutandis berlaku juga untuk daerah otonomdi Indonesia.

Lebih lanjut Drucker (1995) mengemukakan bahwa kegagalan organisasi
pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan (service institutions) disebabkan
oleh tiga hal. Pertama, karena manajernya tidak memilikiwawasan dan bakat bisnis.
Kedua, mereka membutuhkan orang-orang baru. Ketiga, sasaran dan hasilnya
bersifat tidak terukur dan tidak nyata.

Pembaharuan manajemen merupakan suatu conditio sine qua non bagi reformasi
birokrasi guna mewujudkan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Tanpa
manajemen yang diperbaharui, berbagai kesalahan masa lalu yang membawabangsa
dan negara ke pinggirjurang kebangkrutan dan kehancuran dapat terulang kembali.
Kemauan politik untuk menata ulang manajemen pemerintahan daerah akan
berpulang pada para stakeholders, khususnya sektor pemerintah daerah itu sendiri.

Kehadiran Undang-UndangNomor22 Tahun 1999 dan Undang-UndangNomor
32 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-UndangNomor23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menawarkan berbagai paradigma baru dalam
penyelenggaraanpemerintahan daerah. Momentumtersebut perlu digunakan untuk
menata kembali birokrasi di tingkat pemerintahan daerah, termasuk manajemennya
sebagai sistemyangmengatur kerjasama untuk mencapai tujuan.

Kondisibirokrasi Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah
perkembangan yang baik, karena masih banyak birokrat yang arogan, bersikap
sebagai penguasa, menjalankan praktik KKN(korupsi, kolusi, dan nepotisme)baik di
aras pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaterr/kota. Selain itu birokrat
cenderung memilih zona nyaman (comfortzone) tanpa adanya kompetisi, tetapi
lebih didasarkan pada senioritas. Birokrat umumnya belum siap untuk masuk ke
zona kompetisi (competitive zone). Hal tersebut nampak dari penolakan dilakukannya
lelang jabatan secara terbuka (open bidding), kalaupun ada lelang jabatan sifatnya
sekedar formalitas.

Oleh karenanya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan sebuah
kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata
kelola pemerintahan sebagai prasyarat utama pembangunan. Kualitas tata kelola
pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program
pembangunan. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat
pula perputaran roda pembangunan.

Untuk mengubah birokrasi yang handal dan professional, Pemerintah telah
merumuskan berbagai kebijakan strategis, diantaranya dengan diterbitkannya
Peraturan PresidenNomor81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi
Indonesia 2010-2025, yang terbagi dalam tiga periode RoadMapReformasiBirokrasi
nasional, yaitu Tahun 2010-2014,2015-2019, dan 2020-2024.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAeuPATEN GARUT 2020-2024

B. Pot ret Birokrasi

Potret birokrasi secara nasional masih belum menunjukkan postur birokrasi
yang ideal. Dari tiga indikator sasaran, yakni mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, kualitas pelayanan publik, dan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi masih
menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan. Secara khusus, birokrasi
Kabupaten Garut saat ini bisa dikatakan masih belum menunjukkan kinerja yang
diharapkan. Berbagai persoalan yang dihadapi birokrasi Kabupaten Garut secara
umum adalah sebagaiberikut:
a. Secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas,

fungsi, beban kerja dan personil yang belum terdistribusikan secara optimal,
sehingga ditemukan adanya Perangkat Daerah yang memiliki beban berlebih,
demikian juga sebaliknya. Selain itu, evaluasi penataan Organisasi Perangkat
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut belum
dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Sedangkan, dari sudut pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) secra
keseluruhan masih belum mencermikankan prom aparatur yang profesional.
Pembenahan manajemen SDM aparatur Pemerintah menjadi tuntutan yang
mutlak untuk mewujudkanbirokratyang kompeten.

c. Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis
kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standard Operating
Procedures (SOP)yang sudah dirancangbelumdilaksanakan secara optimal.

d. Sistem peraturan perundang-undangan belum terkelola secara baik. Khususnya
pada aspek pelaksanaan dan penegakan peraturan yang belum konsisten, sinkron
dan berbasis pada sistem informasi.

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri PANdan RBNomor 25 Tahun 2020 merupakan bentuk operasionalisasi tahap
akhir dari pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi yang memuat rencana rind
Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Pada tahap akhir
ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas
dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan
publikyang semakin berkualitas dan tata kelolayang semakin efektifdan efisien.

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi
kementerianjlembaga yang disebut dalam RoadMap ReformasiBirokrasi 2020-2024
untuk menetapkan dan menjalankan program pada level Makro dan Meso, dan
seluruh kementerianjlembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map
ReformasiBirokrasidi internal instansi serta menjalankan programMikro.

Dalam rangka mempercepattata kelolapemerintahan yang baik di daerah, telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Roadmap ReformasiBirokrasi Pemerintah Daerah. Road Map ReformasiBirokrasi
adalah rencana kerja rind dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan
reformasibirokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. RoadMapReformasi
Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan
penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam
pelaksanaan program dan kegiatan, Road Map dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoringdan evaluasi.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 202()"2024

Tujuan nasional ini kemudian harus diturunkan ke dalam tujuan reformasi
di Kementerian,LembagaPemerintah Non-Kementerian(LPNK),lembaga pemerintah
lainnya, serta pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Road Map Reformasi
BirokrasiKabupaten Garut adalah bentuk operasionalisasiGrand DesignReformasi
BirokrasiNasional (GDRB)yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima)tahun sekali
dan merupakan rencana rind pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan
ke tahapan selanjutnya, dalam masa lima tahun, dengan sasaran tahunan yangjelas.
~asaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitu
Juga sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun-tahun
sebelumnya.

Memberikan konstribusi nyata
pada capaian kinerja
pemerintahan dan
pembangunan nasional dan

Gambar 1.1

Arah Pencapaian Jangka Panjang Reformasi Birokrasi Nasional

• Peningkatan kualitas pelayanan publik

• Peningkatan kapasitas dan akuntabilasi
kinerja birokrasi >• Peningkatan profesionalisme SDM Iaparatur

• Peningkatan mobilitas aparatur antar
daerah, antar pusat, dan antar pusat
dengan daerah

Telah terwujud tata pemerintahan yang baik
dengan birokrasi pemerintah yang
professional, berintegrasi tinggi dan menjadi
pelayan masyarakat dan abdi negara

• Jumlah . I-.JS yang Proporsional
Pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN

e. Pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Publik masih belum
dapat merasakan kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang
prima.

f. Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum sejalan dengan kenyataan
di lapangan. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan
yang masih dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)namun kondisi
di lapangan menunjukan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi. Begitu pula
dengan pembangunan infrastruktur masih tertinggaldibandingkandengan daerah
Kabupatenlainnya.
Kondisi yang diharapkan secara nasional reformasi birokrasi dalam jangka

panjang ingin mewujudkan tata pemerintah yang professional, berintegritas serta
menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara. Profesionalitas aparatur akan
memberikan kontribusi konkrit terhadap pencapaian kinerja pemerintah dan
pembangunan. Profilbirokrasi profesional tersebut diharapkan tercapai pada tahun
2025.
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c. Kerangka Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi adalah sebuah proses perubahan secara sistemik dan

sistematis pada keseluruhan dimensi birokrasi, yang memiliki keterkaitan antar
dimensinya. Dalam kerangka logis reformasi birokrasi digambarkan bahwa reformasi
birokrasi pada intinya adalah sebuah pembaharuan yang sistemik dan sistematis
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi, baik pada level organisasi
maupun individu. Pada level kinerja organisasi, reformasi birokrasi harus bisa
menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu, maka
diperlukan penataan organisasi pemerintah baik dari struktur dan ketatalaksanaan­
nya (business process). Penataan ini diharapkan akan menghasilkan organisasi publik
yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat perilaku (right sizing, right function and right
behauion. Masih terkait dengan upaya peningkatan kinerja organisai birokrasi maka
harus diupayakan untuk memodernisasi birokrasi dengan mengadopsi penggunaan
teknologi informasi atau electronic government. Dalam level individu, reformasi
birokrasi diarahkan untuk melakukan pembenahan manajemen sumber daya
aparatur yang diawali dengan pembenahan sistem rekrutmen, penempatan, promosi,
manajemen kinerja, penegakan kedisiplinan, dan peningkatan system kesejahteraan.
Peran SDM aparatur sangat penting dalam reformasi birokrasi, karenanya
pembenahan mentalitas dan budaya kerja yang kondusif akan sangat menentukan
pembentukan PNS yang berkarakter dan profesional. Dalam rangka menjamin
keberlanjutan dan konsisten program reformasi birokrasi diperlukan beberapa sistem
pendukung, diantaranya: pengelolaan atau manajemen perubahan, sistem monitoring
dan evaluasi, dan penguatan akuntabilitas. Dari kerangka logis tersebut, kemudian
ditetapkanlah 8 (delapan) area perubahan yang merupakan bidang-bidang atau ranah
yang akan dilakukan penataan dalam kerangka reformasi birokrasi. Kedelapan area
tersebut adalah: kelembagaan, perundang-undangan, SDM, ketatalaksanaan,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta culture set. Meskipun
demikian, reformasi birokrasi tidak bersifat seragam antar kementerian / lembaga/
pemerintah daerah, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas perubahan
di masing-rnasing kementeriarr/ lembaga/ pemerintah daerah tersebut. Oleh karena
itu, dimensi atau area perubahan yang dipilih sebagai starting point dalam
pelaksanaan reformasi boleh jadi berbeda antar lembagay instansi. Ke delapan wilayah
area perubahan ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian besar yakni:
pembenahan organisasi dan SDM,proses internal (pembenahan ketatalaksanaan, dan
pengguna layanan tcusiomen. Gambar 5 menjelaskan logika pembenahan birokrasi
yang dimulai dengan pembenahan sumber daya organisasi dan proses internal.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut tahun 2020-2024
merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan secara teknis penyusunan
mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah.

Substansi area perubahan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
disusun dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya
tata kelola pemerintahan yang baik.
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Pemerintahan berbasis kinerja (tujuan 2015-2019) ditandai dengan beberapa
hal, an tara lain:
a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip

efektif, efisien, dan ekonomis;

b. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil);
c. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung

dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan
data kinerja;

d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja
terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan.
Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur
juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Sedangkan dynamic governance (tujuan 2020-2024) yaitu pemerintah yang
adaptif dalam mengeksekusi kebijakan dan menyediakan pelayanan publik dalam
dunia yang selalu berubah-ubah, penuh dengan berbagai tantangan untuk
menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi mutakhir yang tiada henti, tidak
statis dan hanya berdasarkan keputusan individualistik, melainkan bersifat dinamis.
Nilai yang mendasari dynamic governance, yakni integritas sosial, meritokrasi dalam
sector pembangunan dan rasional.

Gambar 1.2 Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi

I

/
/~--------------~

201

2019

2025

Performance Based
Bureaucracv

Dynamic Governance

Substansi reformasi birokrasi dicanangkan secara legal formal dalam Grand
Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, terbagi dal.~ tiga periode,
yaitu: (i) Road Map RB 2010-2014, (ii) Road Map RB 201.5-~019, (~11) Road Map RB
2020-2024. Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersumber
dari Permen PANdan RB Nomor 25 Tahun 2020, sebagai berikut:
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Gambar 1.3
Pola Pikir Pencapaian Visi Reformasi Birokrasi

Peningkatan
Kapasitas dan
Akuntabilitas
Kinerja
Blrokrasl

Penlngkatan
Kualltas
Pelayanan

Birok,.asi yg
Bersih,dan
BebasKKN

\ . : :.It· .-

: .:

POLA PIKIR PENCAPAIAN VIS. RB

Reformasi birokrasi diharapkan mencapai tujuan di antaranya:
1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan

publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;

2. Menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan Zprogram instansi;

5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas
organisasi;

6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi
globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sedangkan obyek dalam reformasi birokrasi berkaitan dengan:

1. Proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan yang
berdampak pada inefisiensi pegawai dan anggaran;

2. Menata ulang proses birokrasi dan melakukan terobosan baru (innovation
breakthrough) dengan langkah-Iangkah bertahap, konkret, realistis, sungguh­
sungguh, berfikir di luar kebiasaan Zrutinitas yang ada (out of the box thinking),
perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa
(business not as usuan;

3. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, kebijakan dan praktek manajemen
pemerintah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan
paradigma dan peran baru. Road map reformasi birokrasi adalah rencana kerja
rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi
dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Road map reformasi birokrasi menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi. Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi tertuang dalam road map
reformasi birokrasi.
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Berdasarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024, yang menjadi isu strategis Reformasi Birokrasi terkini
yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi,
program pemindahan ibu kota negara, dam pemanfaatan teknologi.

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil
kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam
pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka
penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area
perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan
struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi
kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan
koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan
global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses­
proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Untuk mewujudkan
pemerintahan kelas dunia di tahun 2025, Pemerintah Daerah harus melakukan
transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka
mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan
mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Berdasarkan Perpres 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai strategi dalam pelaksanaan misi
Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden telah menetapkan 5
(lima)arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan
Transformasi Ekonomi.

Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN
agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi
menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur,
Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan
secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan, diantaranya dengan
meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional. Dalam hal
penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi
yang ideal, kuantitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak
yang lebih baik, salah satunya dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law.
Selain itu penyederhanaan regulasi perlu dilakukan seluruh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan
berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai
program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal
penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas
berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan
melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien.
Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha
serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal
transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi untuk memastikan setiap program dan
kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas
berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.
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Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

2. Birokrasi yang Kapabel;

3. Pelayanan Publik yang Prima.

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan
sasaran Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, yaitu :

Tabel1.1
Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024
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1. Nasional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi dibagi ke dalam
tingkat pelaksanaan Makro yang encakup penetapan arah kebijakan Reformasi
Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program­
program Reforrnasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro, dan tingkat Meso
mencakup pelaksanaan program Reforrnasi Birokrasi oleh instansi yang
ditetapkan sebagai leading sector yang bertanggung jawab dalam perumusan
kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro,
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan
pelaksanaannya.

2. Instansional. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan
mikro, mencakup implementasi kebijakan Zprogram Reformasi Birokrasi pada
masing-masing kementeriarr/ lembagay pemerintah daerah. Kebijakan tersebut
sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, pogram meso,
dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari
upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi
Birokrasi nasional.

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program­
program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan
pemerintahan kelas dunia, yang dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang
lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program makro, meso, dan
mikro.

Pada level makro, program pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi fokus terhadap
upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasional serta upaya untuk mengawal agar
implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Road Map Reformasi
Birokrasi 2020 - 2024.

c. KabupatenjKota

Sumber : Permenpan RBNomor 25 Tahun 2020

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi
Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:
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Pada level meso, pelaksanaan sasaran program merupakan uraian atau cascade
down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Selain itu, sesuai dengan RPJMN
2019-2024 yang menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai program pengarusutamaan
yang wajib dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, maka
setiap kernenteriarr/ Lembaga leading sector harus memastikan pelaksanaan
program-program meso urusannya pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah
daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan keberagaman yang berbeda-beda.
Berikut ditetapkan sasaran program untuk setiap sasaran reformasi birokrasi :

1. Sasaran program un tuk Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel :

1.1. Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi

1.2. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

1.3. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif,
efisien, dan akuntabel

1.4. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif
dalam sistem pemerintahan

1.5. Reviu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan

2. Sasaran program untuk Birokrasi yang Kapabel:

2.1. Tertatanya kelembagaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang
berbasis kinerja dan prinsip efisiensi

2.2. Penyederahaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi dan
komunikasi

2.3. Meningkatnya profesionalisme ASNberbasis sistem merit

2.4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja
Birokrasi

3. Sasaran program untuk Pelayanan Publik yang Prima:

3.1. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
3.2. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Hasil pada program Meso ini akan diukur dengan menggunakan beberapa
indikator antara pada setiap sasaran Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.2
Indikator Program pada Setiap Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional Tabun

2020-2024
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Kualitas Kebijakan baik

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Kepemimpinan Perubahan baik

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Merit System baik

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Tata Kelola Manajemen ASN baik

Persentase

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Profesionalitas ASN baik

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Pengawasan Kearsipan baik

Persentase

c. Kabupaterr/Kota

Persentase

b. Provinsi

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa baik

2. Birokrasi yang Kapabel Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Kelembagaan baik

Persen tase kemen terian / lembaga/ pemerin tah

daerah dengan predikat penilaian SPBE minimal Baik
(Indeks SPBE >2,6):

a. K/L

Persentase

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Reformasi Hukum balk

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Perencanaan baik

Persentase

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Opini
BPK minimal WTP

SAKIPminimaL B

Indikator Sa saran ProgramSasaran Reformasi
Birokrasi
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• Asessment organisasi berbasis --J
kinerja;

• Restrukturisasi
(penyederhanaan)
kelembagaan IP berdasarkan
hasil asesmen;

• Membentuk struktur
organisasi yang tepat fungsi.

• Pengembangan budaya kerja
dan cara kerja yang adaptif
dalam menyongsong revolusi
industry 4.0;

• Melakukan identifikasi dan
pemetaan regulasi lingkup IP

(menghilangkan overlapping
peraturan);

• Deregulasi aturan yang
menghambat birokrasi;

• Penguatan Sistem Regulasi
Nasional di lingkup IP;

• Melakukan perencanaan
kebijakan yang meliputi
agenda setting dan formulasi
kebijakan;

• Melakukan evaluasi
kemanfaatan kebijakan yang
telah disusun

• Penguatan nilai integritas;

• Pengembangan dan
Penguatan peran
agenperubahan dan role
model;

• Pengembangan dan
Penguatan nilai-nilai untuk
meningkatkan komitmen dan
implementasi perubahan
(reform);

Birokrasi Birokrasi Pelayanan
yang Bersih Publik

dan yang yang
Akuntabel Kapabel Prima

~ ~ ~

Kegiatan

Sasaran Reformasi Birokrasi

3. Penataan 4. Indeks
Organisasi/
Kelembagaa Kelembagaan
n

2. lndeks Reformasi
Hukum

3. Indeks Kualitas
Kebijakan

2. Penataan
Peraturan
Perundanga
n/
Deregulasi
Kebijakan

I.Indeks
Kepemimpinan
Perubahan

1. Pelayanan
Publik yang
Prima

Indikator
Program/

Area
Perubahan

Tabel 1.3
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Merujuk pada Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, beberapa hal yang harus
diikuti dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah adalah aktifitas mikro
berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan
Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks
Pelayanan Publik Baik

Sumber : Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

Pengelolaan Aset baik

Persentase3. Pelayanan Publik yang
Prima

75%

Target 2024Indikator Sasaran ProgramSasaran Reformasi
Birokrasi
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• Pemanfaatan IT dalam
manajemen ASN;

• Pengembangan nilai-nilai
untuk menegakkan integritas

• Implementasi manajemen
ASN berbasis merit system;

• Penetapan ukuran kinerja
individu;

• Monitoring dan evaluasi
kinerja individu secara
berkala;

• Penguatan implementasi
Reward and Punishmen t
Berdasarkan kinerja;

• Pengembangan kompetensi
dan karir ASN berdasarkan
hasil/rnonitoring dan evaluasi
kinerja dan kebutuhan
organisasi;

• Menerapkan prinsip-prinsip
manejemen ASNsecara
professiona

• Penyelarasan Proses bisnis
dan SOP;

• Melakukan pengelolaan atas
aset sesuai dengan kaedah
dan aturan yang berlaku.

• Penguatan implementasi
keterbukaan informasi publik;

• Pengembangan proses bisnis
instansi dan unit;

• Mengimplementasikan

digitalisasi arsip;

• Melakukan pengelolaan
keuangan secara tepat dan
sesuai aturan

• Melakukan pengelolaan arsip
sesuai aturan;

• Penerapan Tata Kelola SPBE

• Penerapan Manajemen SPBE

• Penerapan Layanan SPBE

• Mengin tegrasikan
pemanfaatan IT dalam tata
kelola pemerintahan;

• Implementasi Manajemen
Kearsipan Modern dan Handal
(dari manual ke digital);

11. Indeks Merit
System

12. Indeks Tata
Kelola
Manajemen ASN

10. Indeks
Profesionalitas
ASN

5. Indeks SPBE

6.Indeks
Pengawasan

Kearsipan

7.1ndeks
Pengelolaan
Keuangan

8.lndeks
Pengelolaan Aset

9.Indeks
Pemerin tahan
Daerah

SDM

Manajemen

5. Sistem

4. Penataan
Tatalaksana

Pelayanan
Publik
yang
Prima

Birokrasi
yang

Kapabel

Birokrasi
yang Bersih

dan
Akuntabel

Kegiatan

Sasaran Reformasi Birokrasi

Indikator
Program I

Area
Perubahan
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• Penguatan pengendalian
gratifikasi;

• Pembangunan unit kerja Zona
Integritas Menuju
WBK/WBBM;

• Pengembangan implementasi
Manajemen Talenta (Talent
pool);

• Penguatan database dan
sistem informasi kepegawaian
untuk pengembangan karir
dan talenta ASN;

• Melakukan perencanaan
terintegrasi dan perencanaan
yang !intas sector
(collaborative and
crosscu tting);

• Penguatan keterlibatan
pimpinan dan seluruh
penanggungjawab dalam
perencanaan kinerja,
monitoring dan evaluasi
kinerja, serta pelaporan
kinerja;

• Peningkatkan kualitas
penyelarasan kinerja unit
kepada kinerja organisasi (goal
and strategy cascade);

• Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kinerja secara berkala

• Penembangan dan
pengintegrasian sistem
informasi kinerja,
perencanaan, dan
penganggaran;

• Penguatan implementasi
value for money dalam rangka
merealisasikan anggaran
berbasis kinerja;

• Melakukan Penguatan
implementasi SPIP di seluruh
bagian organisasi;

• Meningkatkan Kompetensi
APIP;

• Pemenuhan Rasio APIP
(pemenuhan jumlah ideal
aparatur pengawas);

• Melakukan pengelolaan dan
akuntabilitas keuangan sesuai
kaedah dan aturan yang
berlaku;

• Melakukan pengelolaan
barang dan jasa sesuai
aturan;

ASN;

7.Pengawasan 15. Maturitas SPIP

16. Kapabilitas

APIP

17. Opini BPK

18. Indeks Tata
Kelola Pengadaan

Barang & Jasa

13. Nilai SAKIP

14. Indeks
Perencanaan

6. Penguatan

Akuntabilitas

Pelayanan
Publik
yang
Prima

Birokrasi
yang

Kapabel

Birokrasi
yang Bersih

dan
Akuntabel

Kegiatan

Sasaran Reformasi Birokrasi

Indikator
Program I

Area
Perubahan
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• Mendorong K/L/D untuk
melaksanakan survei
kepuasan masyarakat;

• Meningkatkan tindak lanjut
dari Laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat

Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020

• Pengembangan dan
pengintegrasian sistem
informasi pelayanan publik
dalam rangka peningatan
akses publik dalam rangka
memperoleh informasi
pelayanan;

• Pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara
terpadu, tuntas dan
berkelanjutan dalam rangka
memberikan akses kepada
publik dalam mendapatkan
pelayanan yang baik;

• Peningkatan pelayanan pu blik
berbasis elektronik dalam
rangka memberikan pelayanan
yang mudah, murah, cepat,
dan terjangkau.

• Penciptaan, pengembangan,
dan pelembagaan inovasi
pelayanan publik dalam
rangka percepatan
peningkatan kualitas
pelayanan publik;

• Pengembangan sistem
pelayanan dengan
mengintegrasikan pelayanan
pusat, daerah dan bisnis
dalam Mal Pelayanan Publik;

• Pengukuran kepuasan
masyarakat secara berkala;

• Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan pelayanan publik
secara berkala.

Kepuasan

Masyarakat

8. Pelayanan

Publik

19. Indeks

Pelayanan Publik

20. Hasil Survei

• Penguatan penganganan
pengaduan dan komplain;

• Penguatan efektivitas
manajemen risiko;

• Pelaksanaan pemantauan
benturan kepentingan;

• Melakukan penguatan
implementasi kebijakan
bidang pelayanan publik
(Standar Pelayanan, Maklumat
Pelayanan, SKM)

Indikator Kegiatan Birokrasi
yang

Kapabel

Program/
Area

Perubahan

Birokrasi
yang Bersih

dan
Akuntabel

Pelayanan
Publik
yang
Prima

Sasaran Reformasi Birokrasi
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D. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Selain 8 area perubahan tersebut, dalam rangka mempercepat keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi, maka dilaksanakan pula strategi Quick Wins yang
merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang
menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya
sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan
dan keberhasilan. Quick Wins terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Quick Win Mandatory
sebagai Quick Wins utama dan Quick WinsMandiri.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, pada tahun 2020 dan maksimal pada tahun 2021,
seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan
penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama, dengan melakukan
penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanan ke
dalam jabatan fungsional. Apabila dirasa perlu, kementerian/lembaga/pemerintah
daerah dimungkinkan untuk menambah Quick Wins selain penyederhanaan Birokrasi
sebagai Quick Wins Mandiri yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi,
dinamika lingkungan strategis, isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya
yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi di masing-masing instansi
pemerintah sangat tergantung dari peran kepemimpinan. Karena itu, keterlibatan
langsung pimpinan dalam merancang perubahan birokrasi menjadi lebih baik sangat
menentukan keberhasilannya.

Disamping itu, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi di masing-rnasing instansi pemerintah yang mengacu pada rencana aksi
yang dimuat dalam road map reformasi birokrasi masing-rnasing instansi pemerintah.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait
satu dengan lain, perubahan di satu aspek memberikan pengaruh pada aspek lain.
Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak
sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para
pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan
harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap
tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan
perubahan pada tahapan selanjutnya.

Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka
dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 tersebut, selanjutnya menjadi acuan bagi
Kementerian/ Lembaga ' Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dalam
pelaksanaannya dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 6SiP~1 ~e1ra
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , am a an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daehrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom?r 244, Tam~a an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagalmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1538);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1455);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
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2. Mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah
konkrit untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan, untuk menghasilkan
Pemerintahan berbasis kinerja (pada kurun 2015-2019) dan pemerintahan yang
bersifat dynamic governance, pada kurun 2020-2024, sesuai grand design
reformasi birokrasi nasional;

memegang

profesional
dan bebas

Memberikan acuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih
KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut
dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut:

1.

E. Maksud dan Tujuan

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
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3. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian,
Road Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka
panjang maupun jangka menengahnya yaitu RPJPD dan RPJMD;

4. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan kata lain, Road Map
akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di
seluruh Perangkat Daerah;

5. Road Map menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan
akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut adalah:

1. Memberikan masukan berupa strategi dalam Memberikan kesamaan pemahaman
bagi Perangkat Daerah mengenai Road Map Reformasi Birokrasi;

2. Memberikan masukan berupa strategi dalam Memberikan panduan bagi
Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi secara sinergis, efektif, efisien, terukur,
konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Secara spesifik tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Garut adalah untuk mewujudkan kesatuan langkah reformasi birokrasi yang
diwujudkan melalui beberapa sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin
terbangunnya pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) yang produktif
dan innovative

b. Terwujudnya sistem perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik
dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di
Pemerintah Kabupaten Garut

c. Tersedianya arah yang jelas dan terukur serta tahapan yang konkrit bagi
Pemerintah Kabupaten Garut dalam menggulirkan reformasi birokrasi,
terutama di bidang Ketatalaksanaan, Kelembagaan, SDM Aparatur dan
Pelayanan Publik;

d. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi program penataan Kelembagaan
dan SDMAparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

e. Terbangunnya sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
sehingga bisa mengurangi penyakit birokrasi yang berupa Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN)serta parasit birokrasi lainnya;

f. Terwujudnya tata kelola pemerintahan (business process) yang lebih efektif,
efisien dan berkeadilan di seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten
Garut;

g. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di Kabupaten
Garut, yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat dalam akuntabilitas
anggaran maupun program; dan

h. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan
meningkatnya indeks kualitas pelayanan masyarakat;
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G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup reformasi birokrasi mencakup 8 (delapan) area perubahan yang
hasilnya diharapkan meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yaitu :
1)Manajemen Perubahan;

2) Deregulasi Kebijakan;

3) Penataan dan Penguatan Organisasi;

4) Penataan Tatalaksana;

5) Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur;
6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

7) Penguatan Pengawasan; dan

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 1.4
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Rencana
Aksi

Birokrasi yang
Kapabel

Quick
Wins

Birokrasi yang
Bersih dan
Akuntabel

Pelayanan
Publik yang

Prima

Kerangka pikir keterkaitan antara Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Garut tahun 2020-2024 dengan arah kebijakan nasional RPJMN 2020-2024, sasaran
reformasi birokrasi, RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 dan RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

Garut dengan
Pembangunan

F. Keterkaitan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Dokumen RPJMD Nasional, dan dokumen Perencanaan
Nasional dan Daerah
Penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengacu pad a RPJPN

2005-2025. Penyusunan Road Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengacu pada Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan RPJMN 2020-2024. Road Reformasi
Birokrasi 2020-2024 pada tingkat Nasional selanjutnya menjadi acuan Pemerintah
Kabupaten Garut dalam menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 Kabupaten Garut merupakan
pelaksanaan sasaran reformasi birokrasi pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun
2019-2024.
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c. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang berkaitan dengan
pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan
masyarakat. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu Pertama, pelayanan
sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara
bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; Kedua, Quick Wins, yaitu
fokus perubahan yang dengan cepat: dapat dilakukan perubahannya; dapat
diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun; merupakan satu fungsi
dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakatjpemangku
kepentingan (stakeholders); dan perubahan yang dilakukan memberikan
dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif
terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.

d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari KorupsijWilayah Birokrasi Bersih
Melayani, yaitu penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi
birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.

Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),yaitu fokus perubahan yang
menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan yang menjadi
prioritas SKPD dapat pula menjadi prioritas daerah, jika fokus perubahan ini
sudah dipilih dalam prioritas daerah.

3. Penyusunan Rencana Aksi

Rencana aksi berisi detail seluruh program, kegiatan, sub kegiatan,
tahapanj aktivitas, target-target, perkiraan waktu penyelesaian, penanggung jawab,
dan sumber daya (keuangan dan manusia) yang dibutuhkan untuk
mengerjakannya. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
jelas (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), realistis (realistic),
dan memiliki kerangka waktu yang nyata (time-bound).

terus
perlu

Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai baikyang perlu
dipertahankan atau ditingkatkan, maupun hal-hal yang masih
disempurnakan (permasalahan) dan harapan dari pemangku kepentingan.

2. Fokus Perubahan
Fokus perubahan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan
yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi
birokrasi. Fokus perubahan ini bersifat generik, artinya menjadi permasalahan
umum yang harus dipecahkan bersama oleh pemerintah daerah dan lebih
banyak menyangkut perubahan yang perlu dilakukan secara internal oleh
pemerintah daerah;

b. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baikjmaju,yaitu prioritas
yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang
sudah baikj maju, agar tidak terjadi kemunduran;

H. Langkah Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Langkah penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Menurut Permenpan dar:

RB Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reforrnasi
Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Identifikasi kondisi umum
Identifikasi dan penguraian kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat
dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu:
pemerintahan bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),kualitas
pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
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Gambar 1.5
Langkah-langkah Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Menuju Terwujudnya Birokrasi Berkinerja Tlnggi

Langkah 3
Identifikasi Permasalahan
Identifikasi permasalahan yang menjadi
kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi
yang diharapkan:
1. Permaslahan-permasalahan di area perubahan yang spesifik

terjadi di organisasi
2. Keterkaitan antar permasalahan
3. Prioritas Permasalahan

Langkah 2
Kondisi yang dinginkan
Penilaian terhadap organisasi yang diinginkan:
1. Bagaimana seharusnya kondisi organisasi agar dapat terujud

target kineja yang harus dicapai agar sesuai dengan
RPJMN/RPJMD

2. Target-target apa yang ingin diperbaiki/disempurnakan
melalui reformasi birokrasi

Road Map Reformasi Blrokrasi
Instansl pemerintah

Langkah 4
Rencana Aksi Perubahan
Penyusunan Rencanaaksi perubahan untuk memecahkan
berbagai permasalahan agar organisasi dapat mencapai kondisi
yang diharapkan:
1. Menetapkan target-target dan prioritas ¢
2. Melakukan pemeliharaan/meningkatkan terhadap hal yang

sudah baik

3. Menyusun rencana aksi untuk pemecahan maslah organisasi

Langkah 1
Asesment Organisasi
Penilaian terhadap kondisi organisasi saat ini:
1. Target Kinerja yang harus dicapai 5 tahun ke depan
2. Bagaimana kapasitas organisasi untuk mencapai target 5

tahun ke depan
3. Bagaimana harapan publik terhadap organisasi
4. Apa kemajuan yang sudah dicapai
5. lsu-isu strategis yang dihadapi

Gambaran langkah umum Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah sebagai berikut:

Pelaksanaan Rencana aksi harus dilakukan dengan logika siklus kualitas, yaitu
setelah direncanakan, maka Road Map harus dilaksanakan sesuai dengan rencana,
serta dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan terus menerus, dan jika
ditemukan berbagai penyimpangan terhadap target-target maka dengan cepat
dapat dilakukan penyesuaian. Dengan demikian pelaksanaan reformasi birokrasi
dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020·2024

I. Sistematika Dokumen
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun

2020-2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berkut:

Ringkasan Eksekutif
Berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan,
prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang
diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar

perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum
dan ringkas menguraikan isi dari Road Map Reformasi Birokrasi.

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal
terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik,
kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang
sudah dicapai/ sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan
hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

2. Kebutuhan /Harapan pemangku kepentingan

Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5
tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah
daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 5 (lima) bagian:

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus
perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan
reformasi birokrasi;

b. Prioritas yang harus terus dipelihara;

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

d. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: Pertama, pelayanan sektor-sektor
tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk
melakukan peningkatan kualitasnya; Kedua, Quick Wins;

e. Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas
masing-rnasing Perangkat Daerah.
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2. Sasaran
Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan
yang sudah diklasifikasikan sesuai priori tasinya

3. Kegiatan-kegiatan
Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam
program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan
kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Rencana Aksi

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan
dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus
perubahan, programjkriteriaj sub kegiatan, tahapanj aktivitas target-target
sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya,
termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana
anggaran yang diperlukan. Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan
gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5
(lima) tahun ke depan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi

Menguraikan strategi mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam
rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi
masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokasi di pemerintah daerah.
Bab V Penutup
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Terbentuk0/0Unit kerja UnitPenggunaan e-5

OTTterhadap pelaku suap

BB%Evaluasi Sakip PemdaInstansi Pemerintah
yang Akuntabel (Skor
B atas sakip)

4
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PencapaianSatuanKeterangan
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No Indikator

Tabel2.1
Indikator Pemerintahan Bersih dan Akuntabel Sesuai Dengan Ukuran

Keberhasilan Reformasi Birokrasi

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Garut selama

periode 2014-2019 menunjukan perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata
kelola pemerintahan. Ukuran keberhasilan ini akan dijadikan tolok ukur gambaran
reformasi birokrasi di Kabupaten Garut.

A.l. Pemerintahan Bersih dan Akuntabel
Konsep akuntabilitas yang digunakan dalam Road Map Reformasi Birokrasi

yakni kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber
yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik. Adapun pemerintahan bersih
dan akuntabel dicirikan dengan terselenggaranya penerapan sistem nilai dan
integritas birokrasi yang efektif, penerapan pengawasan yang independen, profesional,
dan sinergis, peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi an tara sistem
akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan fairness, transparansi, dan
profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Adapun komponen akuntabilitas
memuat unsur integritas, pengawasan, dan pelaporan.

Pada saat ini kondisi pemerintah Kabupaten Garut dalam aspek pemerintahan bersih
dan akuntabel secara bertahap telah dapat meningkatkan kinerjanya, yang dapat
diukur dari indikator pemerintahan bersih dan akuntabel sesuai dengan ukuran
keberhasilan reformasi birokrasi sebagai berikut:

BAB II
GAMBARANBIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
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Selain hal-hal yang sudah dicapai atas indikator sasaran Reformasi Birokrasi di
atas, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Dari aspek integritas aparatur, masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas.
Untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan reormasi birokrasi diperlukan tim
reformasi birokrasi yang bertugas memastikan pelaksanakan reformasi birokrasi
dapat berjalan dengan baik.

Hal lain dalam pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah peningkatan
kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak kepada kepentingan
publik. Dari aspek kinerja, secara umum masih perlu ditingkatkan prestasinya,
meskipin saat ini nilai akuntabiltas kinerja Kabupaten Garut telah berada pada
kategori BB, namun masih perlu peningkatan kinerja sehingga dapat meraih predikat
Apada tahun yang akan datang.

A.2. Birokrasi yang efektif dan efisien
Konsep birokrasi yang efektif dan efisien merujuk pada struktur yang tidak

gemuk dan tidak memiliki banyak hierarki. Struktur birokrasi diidealkan tidak
menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambanan pelayanan dan
pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur.
Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi,
efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam
birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong
terciptanya budayajperilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi
yang efektif dan efisien.

Adapun Komponen birokrasi yang efektif dan efisien dicirikan dengan:

a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas
implementasinya.

b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan
sinergis.

c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e­
government.

d. Penerapan manajemen ASNyang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk
mewujudkan ASNyang profesional dan bermartabat.

e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk
mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.

h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

60%

Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa serta
LPSE
Persentase pengadaan
barang dan jasa
melalui LPSE

Procurement
terhadap Belanja
Pengadaan

(5)(4)(3)(2)(1)

PencapaianSatuanKeterangan
PencapainIndikatorNo
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Selain perubahan yang sudah nampak pada aspek sasaran reformasi birokrasi
dalam aspek efektifitas dan efisiensi sebagaimana disebutkan di atas, masih ada hal­
hal yang perlu di kembangkan lagi supaya perubahan birokrasi kearah yang lebih
baik semakin signifikan.

Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa
Perangkat Daerah yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran
serta masih ada Perangkat Daerah yang tugas fungsinya tumpang tindih;

Beberapa permasalahan pada birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain:

a. Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah

b. Profesionalisme sumberdaya manusia aparatur

c. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis e-government

d. Dalam hal e-government, yang perlu ditingkatkan adalah: (i) Penerapan
e-pZanning; (ii)Penerapan e-budgeting; (iii) Aplikasi e-kinerja belum memadai dan
penguatan SDMpelaksana; (iv)persentase e-procurement yang masih rendah

No Indikator Satuan Keterangan Pencapain

(1) (2) (3) (4)

1 Indeks 1-100 Indeks RB kategori B (65,22)

Reformasi l. Kelembagaan reformasi birokrasi

Birokrasi
melalui Tim Reformasi Birokrasi.

2. Penerbitan Peraturan Bupati
tentang Budaya Kerja

2 Indeks 1-100 l. Proses penetapan Analisis Jabatan

Profesionalitas dan Analisis Beban Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten

ASN Garut
2. Pelaksanaan rekruitment JPT

(Jabatan Pratama Tinggi)melalui
lelang

3. Pelaksanaan talent pool
4. Pembentukan agent of change atau

agen perubahan
5. Penggunaan CATdalam

seleksi penerimaan CPNS

3 Indeks e- 0-4 l. Proses diterapkannya e-Planning
Government melalui Sistem Informasi

Nasional
Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIPPD)Proses
diterapkannya e-budgeting

2. Proses penerapan e-kinerja
3. Penerapan Finger Print

1. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu. .
Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator Birokrasi yang efektif

dan efisien dapat disajikan sebagai berikut:
Tabe12.2

Indikator Sebagai Tolok Ukur Pencapaian Indikator Birokrasi Yang Efektif Dan
Efisien
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Pelayanan publik merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu: pola pikir
(mindset), budaya kerja (culture set), dan system manajemen pemerintahan. Dengan
demikian reformasi pelayanan publik harus didahului dengan reformasi SDM,
kelembagaan, dan sistem kebijakan. Disamping hal-hal baik yang sudah dilakukan,
Kabupaten Garut masih perlu meningkatkan pelayanan publiknya.

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan:

a. Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya
dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut;

b. Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja

0-10Indeks kepatuhan
terhadap terhadap UU
pelayanan publik

3

1. SKMbaik di Perangkat Daerah
Pelayanan
2. SOP di seluruh Perangkat

Daerah

Predikat Kepatuhan Tinggi dari
Ombudsman RI

%

Belum diimplementasikan0-10

Keterangan PencapainSatuanNo Indikator

1 Indeks lntegritas
Nasional

2 Survei Kepuasan
Masyarakat

A.3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Konsep pelayanan publik yang digunakan dalam road map reformasi birokra~i

ini adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan d~nla
usaha. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang be~ka1tan
dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan
masyarakat.
Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:
a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, yang terdiri dari

1) Implementasi UU Pelayanan Publik

2) Pemanfaatan rcr
3) Integritas dan kualitas SDMPelayanan

4) Budaya pelayanan

5) Quick Wins
b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik, terdiri dari :

1)Penguatan money kinerja

2) Efektivitas pengawasan

3) Sistem pengaduan

4) Penerapan reward and punishment

Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator Birokrasi yang
memiliki pelayanan publik berkualitas, sebagai berikut:

Tabel2.3
Indikator Sebagai Tolok Ukur Pencapaian Indikator Birokrasi yang memiliki

pelayanan publik berkualitas
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B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi tahun 2014-2019. Namun demikian, masih terdapat beberapa
kelemahanjpermasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk
mengatasi. Kelemahanj permasalahan tersebut antara lain:

1) Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)
Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Garut terkait
mental aparatur atau pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) an tara
lain:
a. Tim reformasi birokrasijkelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang

belum optimal;
b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

di lapangan;
c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal

birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan outputj outcome untuk
kepentingan publik; dan

e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya
kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih
dahulu ketika melakukan tugasnya.

2) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dalam mengusulkan Produk
Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan
fungsinya kepada Bupati;

b. Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dalam mengusulkan produk
hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;

3) Penguatan Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, an tara
lain:

a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa
Perangkat Daerah yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat
ukuran serta masih ada Perangkat Daerah yang tugas fungsinya tumpang
tindih;

b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, an tara
lain untuk:

a) Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
b) Mengukur jenjang organisasi;

c) Kemungkinan duplikasi fungsi;

d) Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain.
c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

c. Peningkatan kualitas pelayanan public.
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4) Penguatan Ketatalaksanaan
Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:
a. Standard Operating Procedure (SOP) di bidang pelay~an be.lum.sepenuhnya

dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing umt kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Garut;

b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

c. Belum optimalnya pengembangan e-govemment, an tara lain:

a) Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;

b) Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
c) Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional

(pembayaran secara online);
d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;

e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan
pengadaan barangj jasa.

5) Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban
kerja;

b. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;

c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;

d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada
kompetensi jabatan;

e. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja
pegawai belum optimal;

f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplinjkode etikjkode perilaku
pegawai;

g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum
dilakukan; dan

h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi
kepegawaian namun belum optimal;

1. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih
kurang.

6) Penguatan Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain:

a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah;

b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang baku dalam
pelaksanaan pengawasan;

d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
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e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum
optimal;

f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

7) Peningkatan Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain:

a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja
belum dilaksanakan secara maksimal;

b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan
pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, penilaiarr/ evaluasi
dan pelaporan kinerja;

c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap
perencanaan dan hasil pelaksanaannya;

d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada Perangkat Daerah;

e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja
Perangkat Daerah /Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanarr/ tiga
bulanarr/ semesterarr/ tahunan beserta tindak lanjutnya;

f. Perlunya penyempurnaan casscading kinerja (pohon kinerja) untuk
memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan
sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas "siapa melakukan apa"
terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya,
hingga pada organisasi secara keseluruhan;

g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Perangkat Daerah.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum
seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;

c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;

d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen
pelayanan publik secara baik;

e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik
khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan
pelayanan publik;

f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
9) Quick Wins Reformasi Birokasi,

Belum fokusnya perubahan yang cepat dan belum dapat dilakukan
perubahannya, belum menerapkannya perubahan yang tepat yang di antaranya:

a. Belum optimalnya Pelayanan Satu Atap terintegrasi

b. Perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah belum optimal

c. Penerapan budaya S3 "senyum, salam, sapa" dalam pelayanan belum
terimplementasikan dengan baik
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c. Kondisi yang Diharapkan
Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh

Pemerintah Kabupaten Garut, maka pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan dapat mencapai hal- hal sebagai berikut:

1) Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten Garut terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi
birokasi;

2) Meningkatnya kualitas penyusunan produk hokum daerah (penyusunan produk
hukum daerah dilaksanakan secara online);

3) Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis
android;

4) Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;

5) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

6) Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar
pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel,
didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;

7) Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia
aparatur;

8) Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah,
sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan
Pemeriksa Keuangan;

9) Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program Zkegiatan
lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek
penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

10)Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan
dan/ atau ditingkatkan dari B menjadi A;

11)Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;

12)Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;

13)Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/ keberhasilan- keberhasilan yang
telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Garut serta melakukan upaya-upaya
percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Belum efektifnya monitoring layanan publik melalui program "Call Monitoring
Layanan Publik)

e. Belum optimalnya survey kepuasan masyarakat secara online
f. Belum terlaksananya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

di bidang perijinan
g. Belum optimalnya layanan sistem jejaring rujukan kesehatan.
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A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menci.ptakan bi~ok~asi_perr:erinta? yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berint~gntas, berkine~Ja t~nggl, bersih dan
bebas KKN,mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Fokus perubahan adalah prioritas yang difokuskan pada empat perubahan utama,
yaitu:
1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang

dipilih dari delapan area perubahan;
2) Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baikymaju, yaitu prioritas yang

ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah
baik/ maju, agar tidak terjadi kemunduran;

3) Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara
spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan
masyarakat;

4) Penetapan Zona Integritas, yaitu penetapan satu unit kerja sebagai contoh
pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh di pemerintah daerah. Dan

5) Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan
yang dilakukan pada satuan perangkat daerah. Sebelum menentukan area
prioritas, bagian ini akan menguraikan fokus perubahan reformasi di 8 area
perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1))Mental Aparatur; (2) Pengawasan; (3)
Akuntabilitas; (4) kelembagaan; (5) Tata laksana; (6) Sumber daya manusia
aparatur sipil negara; (7) Peraturan Perundang- undangan; (8) pelayanan publik.
Secara umum hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan area perubahan kurun
Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

(1) Mental Aparatur / Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set)

Konsep mental aparatur menjelaskan tentang pola pikir (mind set) dan
budaya kerja (culture set) Aparatur. Inti dari reformasi birokrasi adalah
bagaimana melakukan perubahan mind set dan culture set, sehingga
dengan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set)
tersebut diharapkan akan menjadi stimulan bagi tercapainya 3 (tiga)
sasaran reformasi birokrasi, yaitu: (a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel,
(b) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan (c) Birokrasi yang mempunyai
pelayanan publik berkualitas. Sasaran perubahan yang diharapkan adalah
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan bahasa
budaya kerja.

Beberapa hal yang harus dipelihara dan dikembangkan dalam area ini
yaitu: a. Internalisasi penerapan budaya kerja aparatur, disertai konsistensi
monitoring dan evaluasi di Kabupaten Garut memiliki budaya kerja LURIK
yaitu Lurus dalam Bekerja dan Ikhlas dalam Pengabdian. ASNdi Kabupaten
Garut harus mampu menginternalisasikan 5 (lima) mantap dengan
menjadikannya sebagai nilai dalam bekerja, yaitu (a) Mantap kejujuran,
mantap pelayanan, mantap kedisiplinan, mantap organisasi dan man tap
gotong royong. (b) Penguatan peran dan fungsi kelembagaan reformasi
birokrasi (Tim Reformasi Birokrasi) melalui Kegiatan Rapat Koordinasi Tim

BABIII
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
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Pelaksana maupun Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi. (c)
Koordinasi forum-forum ad hoc lain yang terkait dengan pelaksanaan
manajemen perubahan reformasi birokrasi, antara lain kelompok kerja zona
integritas dan evaluasi reformasi birokrasi.

(2) Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan haruslah sesuai, selaras, harmoni, dan

konsisten dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
dan peraturan perundangan di atasnya. Pembentukan produk hukum
daerah tersebut harus dilakukan lebih tertib dan tidak terjadi tumpang
tindih. Hal tersebut sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 37
Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan
reformasi birokrasi, penataan perundang-undangan bertujuan untuk
menghindarkan adanya duplikasi atau tumpang tindih peraturan
perundangan, serta menyusun peraturan perundangan yang mendukung
pelaksanaan reformasi birokrasi. Meningkatnya kualitas produk hukum
daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik harmonis
dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang- undangan
lainnya (95% (sembilan puluh lima persen) produk hukum daerah yang
berkualitas). Pada ranah praktik, di Kabupaten Garut perlu menjaga:

a. Peningkatan partisipasi publik dalam rangkaian proses Legislasi
Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Rancangan Perda), melalui
penyusunan Naskah Akademis Raperda, Propemperda, Public Hearing,
yang mengarusutamakan HAM;

b. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (SJDIH).

c. Fasilitasi penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan
8 Program Prioritas RB.

(3) Penataan KelembagaanjOrganisasi

Penataan kelembagaan berati mengelola organisasi supaya efektif dan
efisien dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan
publik. Merujuk pada Permen PANRBNomor 25 Tahun 2020, isu krusial
terkait Penataan Kelembagaan antara lain sebagai berikut: (1) Evaluasi dan
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah; (2) Evaluasi Uraian tugas pokok
dan fungsi. Pada tataran praktiknya pemerintahan Kabupaten Garut perlu
mengawal:

a. Identifikasij diagnosis terhadap permasalahan tumpang tindih
kewenangan susunan organisasi Pemerintah;

b. Melaksanakan evaluasi uraian tugas secara berkelanjutan, agar tidak
terjadi tumpang tindih dan agar uraian tugas dapat lebih fokus dan
terukur.

(4) Area Tatalaksana

Penataan proses bisnis penyelenggaraan pelayanand an tata administrasi
di lingkup pemerintahan Daerah Kabupaten Garut yaitu:

a. Optimalisasi fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan J asa serta
LPS;

b. Implementasi E-Govemment yang terintegrasi;

c. Penataan dan pendampingan dalam implementasi SOP dan SP;
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(6) Aspek Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan
memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah
dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan
pengelolaan keuangan Negara secara andal, mengamankan aset negara, dan
mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dengan penyesuaian kondisi di
Kabupaten Garut, maka beberapa hal terkait dengan penataan dan
penguatan pengawasan, yaitu:

a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju
WBKjWBBMdi tiap Perangkat Daerah;

b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di masing-rnasing Perangkat
Daerah;

c. Pelaksanaan WhistleBlower System;
d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di Perangkat Daerah;
e. Pembangunan SPIP di Perangkat Daerah;

f. Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing Perangkat
Daerah.

d. Implementasi teknologi informasi berbasis elektronik dalam manajemen
pelayanan administrasi.

(5) Sumber daya aparatur
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ten tang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024, di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
terdapat beberapa isu krusial terkait dengan program prioritas Penataan
Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur yang harus dilaksanakan pada
tahun 2020-2024. Kabupaten Garut perlu meningkatkan:

a. Implementasi sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis
kompetensi dengan menguatkan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN)sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Mengembangkan mekanisme seleksi jabatan dengan kebijakan
pemanfaatan assessment center/ assestment program.

c. Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai;

d. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan dan Syarat Jabatan sebagai
dasar dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur.
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1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang
dipilih dari delapan area perubahan (Permenpan Nomor 23 tahun 2013). Prioritas
Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi
prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Fokus perubahan
ini bersifat generik, artinya menjadi permasalahan umum yang harus dipecahkan
bersama oleh pemerintah daerah dan lebih banyak menyangkut perubahan yang
perlu dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah;

Dalam mengetahui mana saja skala prioritas, harus disusun skala prioritas
kebutuhan apa saja. Berikut cara menyusun skala prioritas yang tepat :
1. Tingkat urgensi

Hubungannya dengan skala prioritas yaitu tingkat urgensinya. Yang merupakan
tingkat kebutuhan atau kepentingan yang harus dipilih dan harus didahulukan.

(7) Area Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu penyelenggara

pemerintahan untuk mempertangungjawabkan keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja. Akuntabilitas
kinerja ditunjukkan melalui penetapan indikator kinerja dalam perencanaan
pembangunan, yang pada gilirannya berimplikasi pada penyusunan
anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budget). Merujuk pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 terdapat beberapa hal yang terkait dengan
akuntabilitas kinerja, maka prioritas pembenahan akuntabilitas
KabupatenGarut kurun 2020-2024 yaitu:
a. Peningkatan kualitas implementasi SAKIPpada Penandatanganan Pakta

Integritas dan Perjajian Kinerja;
b. Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk publikasi proses

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam
website;

c. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja untuk
meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi
Pemerintah.

(8) Pelayanan Publik
Perubahan kualitas pelayanan publik merupakan dampak dari

perubahan di seluruh area lainnya. Sasaran utamanya adalah Pelayanan
prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Beberapa
penanda birokrasi yang memberikan pelayan publik yang prima yaitu:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat) atas
pelayanan pemerintah;

b. Indeks Integritas Pelayanan;

c. Tingkat Kepatuhan terhadap standart pelayanan;

d. Tingkat Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.
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•

•

• Kuadran I : merupakan kuadran yang mewakili segala kebutuhan yang paling
penting dan mendesak untuk dipenuhi.

Kuadran II : adalah kuadran yang mewakili suatu kebutuhan yang penting,
tetapi kurang mendesak untuk dipenuhi.

Kuad.ran III : yaitu kuadran mewakili kebutuhan yang tidak terlalu penting,
tetapi sangat mendesak untuk dipenuhi.

Kuad~an IV : merupakan kuadran yang mewakili kebutuhan yang tak penting,
dan tidak mendesak untuk dipenuhi.

•

Penjelasan tabel dalam skala prioritas di atas. Diantaranya yaitu :

Gambar 3.1
Skala Prioritas

IVI I
KU ri;lng f->~n'!.lng

Lcblh Penl:ing

KLIra r g ....1end e5a kLebl h rv1endesak

2. Kesempatan yang dimiliki
Suatu keadaan dimana kesempatannya tidak se1aluada dan hanya didapat pawa
waktu yang paling tepa t

3. Pertimbangan akan masa depan
Saat menentukan skala prioritas kebutuhan apa saja seringkali kita dihadapkan
pada sebuah situasi yang sulit.

4. Kemampuan diri
Kemampuan diri dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mendapatkan pilihan
yang sudah ditentukan, baik dari segi ekonomi, sumberdaya atau kesiapan
insfreastruktur. Dengan demikian pilihan yang diambil harus disesuaikan dengan
kemampuan yang anda miliki.
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Dari pemaparan diatas prioritas reformasi birokrasi di Kabupaten Garut
difokuskan pada: (1) Tata laksana; (2) Pengawasan; (3) Pelayanan. Berdasar lembar
kerja 1 dan 2, dengan mengambil nilai tertinggi, penentuan permasalahan prioritas
Kabupaten Garut, sebagai berikut:

Prioritas keseluruhan aspek yaitu:
1. Tata Laksana
2. Pengawasan
3. Pelayanan
4. SDMASN
5. AKuntabilitasi
6. Mental Aparatur
7. Kelembagaan
8. Peraturan perundangan

38417526Prioritas
Keseluruhan

150o100225o7515050Jumlah
Skor

Prioritas perubahan:
1. Pelayanan Publik
2. Tatalaksana
3. Pengawasan
4. Sumber daya manusia aparatur sipil negara

423Pelayanan Publik yang Prima3.

Prioritas perubahan:
1.Tata laksana
2. Sumber daya manusia aparatur sipil negara
3. Mental Aparatur;
4. pelayanan Publik

4213Birokrasi yang Kapabel2.

Prioritas:
1. Pengawasan
2. Akuntabilitas
3. Tata laksana
4. Pelayanan Publik

Birokrasi Yang Bersih dan
Akuntabel

1.

Sasaran
Reformasi
Birokrasi

No

Area Perubahan

Mtl SDM
VanWas Akt Klmg Ttlk UU

Aprt Aprt

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 2 3 4

(2)(1)

TabeI3.1.
Prioritas Pembenahan ManajemenPemerintahan Daerah

Dari skala prioritas yang ada serta hasil perrhitungan yang ada, dapat dilihat skal~
prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah Kabupaten Garut sebagai
berikut:
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Pengembangan aplikasi
ULASberbasis android

Memberikan
quality assurance
APIPmelalui
review Laporan
Keuangan

Pelaksanaan pengendalian
gratifikasi di masing­
masing Perangkat Daerah

pengisianPendampingan
LHKPN

DeskSosialisasi LHKPN
admin LHKPN

ten tang Proses Bisnis di
Lingkungan
Pemerintah

Pembangunan unit kerja
untuk memperoleh predikat
menuju WBKjWBBM di
tiap Perangkat Daerah

penyusunanSosialisasi
Proses
Bisnis sesuai
Permen PANRBNo.
19 Tahun 2018

Pengembangan
SDMAplikasi
SIPKDKeuangan

Pengembangan SDM
Aplikasi SIPKDKeuangan

Mengefektifkan
layanan
pengaduan terkait
Pengada an Barang
dan J asa serta
LPSE

Transparan
laporan kejadian
potensial
Gratifikasi

Unit layanan
masyarakat
menjadi alat
kontrol publik atas
Pemda Kabupaten
Garut

WTP sempurna

Bertambahnya
Perangkat Daerah
yang mendapatkan
peredikat ZIWBK

Wajib LHKPN100%
melaporkan

Penerapan proses
bisnis dalam setiap
Pelayanan publik
di Perangkat
Daerah

LKDtepat
waktu dan
akuntabel

Penyusunan APBD
masih efisien dan
Akuntabel

Optimalisasi
fungsi Bagian
Layanan
Pengadaan
Barang dan
Jasa serta
LPSE

Tidak semua Perangkat
Daerah
Melaporkan terkait
pemberian gratifikasi

Proses pengaduan
ULAS yang belum
optimal

Wajib LHKPN masih
banyak yang belum

. transparansi dalam
pengisian LHKPN

Masih adanya
paragraph penjelasan
dalam WTP

Belum ada Perangkat
Daerah
Mendapatkan peredikat
ZIWBK

Penerapan proses bisnis
. dalam setiap
Pelayanan publik belum
optimal

LKDbelum
tepat waktu

Penyusunan APBD
masih belum tepat

Transparansi proses
Pengadaan barang dan
Jasa melalui
eprocurementbelum
optimal

Pengawasan2.

Tatalaksana1.

(4)(3) (5)(2)(I)

Kegiatan Prioritas
Sasaran

Perubahan
Prioritas

Permasalahan
Prioritas

Tabe13.2.
Permasalahan dan Kegiatan Prioritas

Area
Perubahan
Prioritas

No
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3. Pemkab sudah SPIP dapat efektif (6) Pendampingan/ pe Pendampingan
menerapkan SPIP di tingkat nguatan penyusunan /penguatandengan level Perangkat Daerah RTPSPIP, aktivitas
maturitas2 pengendalian, informasi penyusunan

komunikasi s.d money. RTP-SPIP,
(7) Pendokumen tasian aktivitas

pengendalian Perangkat pengendalian,
Daerah secara informasimenyeluruh.

(8) Evaluasi oleh APIP atas komunikasi

implementasi s.d money
pengendalian

4. Terbentuknya unit Transparansi (2) Menyusun Juknis Sosialisasi
kerja yaitu Bagian proses pengadaan terkait pengadaan JuknisLayanan Pengadaan barang dan Jasa barang dan jasa
Barang dan Jasa melalui (3) Sosialisasi Juknis

Pengadaan
serta LPSE eprocurement Pengadaan Barang dan Barang dan

Jasa Jasa
5. Penyusunan dan APBD Kabupaten Penguatan regulasi Penguatan

Penetapan APBD Garut lebih baik penyusunan APBD regulasitepat waktu dan tepat waktu
penyusunan

transparan

Sosialisasi
LHKPN

Penentuan wajib LHKPN
Sosialisasi LHKPN
Desk admin LHKPN
Pendampingan
pengisian LHKPN

wajib (2)
(3)
(4)

(5)

menyampaikan
LHKPN secara

Harta Seluruh
LHKPN

Laporan
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
kepada KPK

2.

ReviewLaporan
Keuangan

SDM
SIPKD

Pengembangan
Aplikasi
Keuangan
Memberikan quality
assurance APIP melalui
review Laporan
Keuan gan

(3) Early Warning System,
melalui pemeriksaan
secara berkala

(5)(4)

Sasaran
perubahan

Kegiatan yang harus
dilakukan dalam

rangka
pemeliharaan/
peningkatan

Sasaran Hal-hal yang
Sasaran

Reformasi sudah
Birokrasi dicapai/baik

perubahan

(1) (2) (3)

Birokrasi Yang l. BPK telah Paragraf penjelas (1)
Bersih dan memberikan Opini dalam Opini WTP

Akuntabel WTP3 kali
(2)

Tabe13.3.
Prioritas Pemeliharaan

2) Prioritas yang harus terus dipelihara
Merujuk pada kerja 1 dan 2, bagian ini memaparkan berbagai hal yang sudah

dicapaijbaik, harus terus dipelihara berbagai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
atau perbaikan.

Area Sasaran
Permasalahan Perubahan Kegiatan PrioritasNo Perubahan Prioritas

Prioritas Prioritas

(1) (2) (3) (4) (5)

3 Pelayanan SIstem Pelayanan Intergasi seluruh
Elektronik layanan elektronik
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a. Sosialisasi
penyusunan
Proses Bisnis
sesuai
PermenPAN RB
No. 19 Tahun
2018 tentang
Proses Bisnis di

a. Sosialisasi
instrument
evaluasi
kelembagaan

b. Pemetaan tingkat
keefektifan dan
efisiensi kinerja
Perangkat Daerah

Pelaksanaan
assesment test
profiling
kompetensi
ASN

(1) Membangun Proses
Bisnis Pemerintah
Kabupaten Garut
secara bertaha

(2) Melakukan Monitoring
dan Evaluasi SOP di
setiap perangkat
daerah

(1) Penyusunan standar
kompetensi jabatan

(2) Pelaksanaan
assesment test profiling
kompetensi ASN

(3) Penyusunan data base
kompetensi

(4) Otomatisasi
bebaperjakat/
pepenempatan

(5) Proses penempatan/
Peningkatan
kompetensi jabatan

(1) Sosialisasi instrumen
evaluasi kelembagaan

(2) Pemetaan tingkat
keefektifan dan
efisiensi kinerja
Perangkat Daerah

(3) Penataan kelembagaan

Perbupj'.Juknis
proses bisnis
seluruh
Perangkat Daerah

Penempatan SDM
yang sesuai
dengan
kompetensi

Perangkat Daerah
yang efektif dan
efisien

Nilai akuntabilitas (1) Pengintegrasian sistem Pengintegrasian
kinerja masuk e-planning, e-budgeting sistem e-planning,
dalam kategori dan emone e-budgeting"BB" (2) Sosialisasi sistem

SAKIPke seluruh OP dan e-monev

terhadap
sistem

(3) Monev
pelaksanaan
SAKIP

Sosialisasi ke
masyarakat

ke

Mengusulkan
Perangkat Daerah

Penguatan
kapasitas Perangkat
Daerah
dalam
pengelolaan
keuangan

APBD

(1) Sosialisasi
masyarakat

(2) Monev secara berkala
terhadap Perangkat
Daerah

(2) Penguatan
Perangkat
dalam
keuangan

Mengusulkan Perangkat
Daerah
untuk membangun ZI WBK

kapasitas
Daerah

pengelolaan

(1) Konsolidasi secara
terus menerus antara
APIPdengan BPPKAD

Penerapan SOP di
Seluruh Perangkat
Daerah

3.

2. Proses penetapan
Analisis Jabatan
dan Analisis Beban
Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut

Perangkat Daerah
yang rightsizing

Birokrasi Yang 1.
Efektifdan
Efisien

9. Nilai akuntabilitas
kinerja

7. Perangkat Daerah Bertambahnya
dengan predikat ZI Perangkat Daerah
WBK yang

mendapatkan
peredikat ZIWBK

8. Terbentuknya UPG Semua Perangkat
(Unit Pengendali Daerah bersih
Gratifikasi) gratifikasi

dalam
penyusunannya

6. Penyusunan LKDyang tanpa
Laporan Keuangan Evisi
Daerah tepat waktu
sesuai dengan SAP

Sasaran
perubahan

Kegiatan yang harus
dilakukan dalam

rangka
pemeliharaan/
peningkatan

Sasaran
perubahan

Hal-hal yang
sudah

dicapai/baik

Sasaran
Reformasi
Birokrasi
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Penambahan
jumlah agen
perubahan

Penerapan e-kinerja
kepada
seluruh ASN
Pemkab Garut

e-
Sosialisasi
penerapan
budgeting

Penerapan
lelang jabatan
untuk seluruh
jabatan

Perencanaan

Kebijakan
Pemanfaatan
SIPD

Pemerintah
Kabupaten Garut

b. Monitoring dan
Evaluasi
perangkat daerah
yang belum
menyusun SO

c. Monitoring dan
Evaluasi
perangkat daerah
yang melakukan
revisi SOP

Penguatan agen (1) Penambahan jumlah
of change atau agen perubahan
agen perubahan (2) Peningkatan kapasitas

agen peru baha
(3) Renaksi agen

perubahan di tiap
Perangkat Daerah

(4) Monev agen perubahan

(1) Penerapan e-kinerja
e- kepada seluruh ASN

Pemkab Garut
(2) Evaluasi penerapan

dengan melakukan
penyederhanaan sistem
& pembakuan aktifita

(3) Integrasi sistem e-
kinerja kedalam sistem
manajemen karier ASN

Optimalisasi
penerapan
kinerja

Penerapan lelang
jabatan untuk
seluruh jabatan

Lelang dapat
dilaksanakan
untuk semua
jabatan

Perbup/.Juknis
penerapan e-
budgeting

e-

(1) Kebijakan Pemanfaatan
SIPD Perencanaan

(2) Penyusunan
kelengkapan
pendukung aplikasi
SIPD Perencanaan
(ASS dan SSH)

(3) Internalisasi
pelaksanaan simda
SIPD perencanaan di
Pemerintah Kabupaten
Garut

(4) Sosialisasi kepada
masyarakat terkait
Simda Perencanaa

(5) Integrasi SIPD
Perencanaan dan
SIPKD Keuangan

Sosialisasi
penerapan ebudgeting

Integrasi e­
planning dan e -
budgeting

e-

Pembentukan agent
of change atau agen
perubahan

8.

Pelaksanaan
recruitment JPT
(Jabatan Pratama
Tinggi) melalui
lelang

7. Proses penerapan e­
kinerja

6.

5. Proses
diterapkannya
budgeting

4. Proses
diterapkannya
planning

Sa saran
perubahan

Kegiatan yang harus
dilakukan dalam

rangka
pemeliharaan/
peningkatan

Sasaran
perubahan

Hal-hal yang
sudah

dicapai/baik

Sasaran
Reformasi
Birokrasi
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Integrasi
sistem
pelayanan

Penyusunan
Perbup
ten tang
pedoman
penyelenggara
an e-gov

Akses informasi
produk hukum
daerah yang
mudah
diperoleh
masyarakat

Program
pembentukan
peraturan
daerah dalam
tahapan
musrenbang
kelurahan
dan
kecamatan

sistem

di Nilai

(3) Integrasi
pelayanan

SKM (1) Monitoring

(6) Pembuatan
masterplan smart city

(7) Updating Garut
destination terkait
pelayanan publik

(1) Pembersihan data
anomaly

(2) Jemput bola Dokumen
Kependudukan

kepada
Daerah

pelayanan
tentang
integrasi

(1) Sosialisasi
Perangkat
terkait
publik
pentingnya
sistem.

(2) Membuat web service
(3) Penyusunan Perbup

ten tang pedoman
penyelenggaraan e­
gOY.

(4) Pembentukan tim
teknis integrasi.

(5) Monitoring dan
evaluasi

(3) Publik hearing,
penyiapan bahan
pu blic hearing yang
berbasis kepentingan
umum/ masya-rakat

Akses informasi
produk hukum
daerah yang mudah
diperoleh
masyarakat

pemrakarsa
meningkatkan
partisipasi masyarakat
melalui FG

akadernik,
lebih

(2) Naskah

(1) Perbup penggunaan e-
e- office

(2) Sosialisasi penggunaan
e-office

(3) Bintek e-office

(1) Program pembentukan
peraturan daerah
dalam tahapan
musrenbang
Desa/kelurahan dan
kecamatan

dandan a. Monitoringbaik4. SKM

yang Perbaikan data
SIAKtiap saat

Terintegrasi
semua layanan
publik

Pembagun-an
sistem
Pengendali-an
produk hukum

Identifikasi
produk hukum
dan Harmonisasi
produk hukum

Optimalisasi
penggunaan
office

3. SIAK
terintegrasi

2. Sistem pelayanan
publik melalui
elektronik., e-Desa
dan e-Kelurahan dll

11. Pengelolaan dan
pengem bang-an
Sistem Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum

10. Peningkatan
partisipasi publik
dalam rangkaian
proses Legislasi
Rancangan
Peraturan
Perundang­
undangan
(Rancangan Perda)

Sosialisasi
penggunaan e-office

9. Penerapan e-office

Sasaran
perubahan

Kegiatan yang harus
dilakukan dalam

rangka
pemeliharaan/
peningkatan

Sasaran
perubahan

Hal-hal yang
sudah

dicapai/baik

Sasaran
Reformasi
Birokrasi
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Memperbanyak
akses sistem
pengaduan
masyarakat di
semua Perangkat
Daerah yang
terpantau langsung
secara memusat di
tingkat Kabupaten

Monev terhadap
pelaksanaan sistem
SAKIP pada
Penandatanganan
Pakta Integritas dan
Perjajian Kinerja

Pengin tegrasian
sistem e-planning, e­
budgeting dan e­
money

Evaluasi Survey
Kepuasan
Masyarakat di
setiap perangkat
daerah di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Garut

b. Kompilasi data
SKM dari setiap
perangkat daerah
di lingkungan
pemerintah
Kabupaten Garut
untuk dijadikan
1KM Tingkat
Kabupaten

Pengembangan
aplikasi
ULASberbasis
android

terintegrasi
ebudgeting,

Implementasi
eplanning,
dan e-monev

Penerapan
eplanning
And e-Budgeting
belum optimal

Nilai akuntabiltas Nilai SAKIPmeningkat
kinerja masih di
kategori "BB

(1) Pengembangan
aplikasi ULASberbasis
android.

(2) Kolaborasi
pemanfaatan ULAS
dengan Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
DesaiKelurahan

(3) Integrasi ULAS dengan
Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR)-Sistim
Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N)

Bertambahnya Perangkat
Daerah yang mendapatkan
peredikat 21WBK

Evaluasi Survey
Kepuasan Masyarakat
di setiap perangkat
daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Garut

(2) Kornpilasi data SKM
dari setiap perangkat
daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten
Garut untuk dijadikan
1KMTingkat Kota

(3) Mendorong perangkat
daerah untuk
menjalankan SKM
secara mandiri

Belum ada
Perangkat Daerah
Mendapatkan
peredikat 21WB

Layanan
pegaduan
Masyarakat
melalui ULAS
lebih cepat dan
tepat sasaran

Perangkat Daerah
Pelayanan lebih
ditingkatkan

Daerah

Akuntabilitas

5. Pengaduan
masyarakat melalui
ULAS

Perangkat
Pelayanan

3.

Sasaran
perubahan

Kegiatan yang harus
dilakukan dalam

rangka
pemeliharaan/
peningkatan

Sasaran
perubahan

Hal-hal yang
sudah

dicapai/baik

Sasaran
Reformasi
Birokrasi
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transportasi,

orang tua
misalnya
ten tang

dengan
koordinator
Diskominfo

Citizen centric website
Berbagai layanan disediakan
oleh citizen centric website,
contohnya adalah:
a) Layanan untuk

dan keluarga,
informasi
kesehatan,
rekreasi, dll.

b) Layanan untuk warga,
misalnya informasi
mengenai lowongan
pekerjaan, transparansi
pemerintah daerah,
informasi pajak, informasi
pelayanan kesehatan,
inforasi akses pendidikan,
informasi bantu an sosial,
dan lain-lain

c) Layanan untuk pengusah,
contohnya layanan
perijman, pembayaran
pajak, pencarian karyawan,
peta invenstasi bagi
kalangan pengusaha, dll.

Prioritas
Strategis
daerah

Pelayanan Strategis Daerah

Semua Perangkat
Daerah

Lintas Sektor semua
urusan
pemerintahan
Untuk mendukung
pilar RB: Pelayanan
Publik Transparansi
Akuntabilitas

(4)(3)(2)(1)

Prioritas
(strategis
/ QW/

Prioritas
Perangkat
Daerah)

Instansi yang
bertanggungjawab

Jenis PelayananSektor

3) Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: Pertama, pelayanan strategis level
daerah, yaitu pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan
jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; Kedua,
Quick Wins, yaitu: pelayanan yang dapat dengan cepat dilakukan perubahannya,
dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Ketiga,
prioritas level Perangkat Daerah.

a. Pelayanan Sektor Strategis

Salah satu pelayanan yang dilakukan repormasi birorasi adalah pelayanan yang
bersifat strategis seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel3.4
Prioritas Terkait Peningkatan Pelayanan
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b. Quick Wins

Quick Wins merupakan kegiatan atau perubahan yang secara cepat dapat
diperbaiki kualitasnya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi
birokrasi yang sedang dilakukan, dapat berupa kegiatan yang bersifat mendukung
Manajemen Pemerintahan Daerah ataupun Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Beberapa jenis kegiatan yang dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

(1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas
pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan pihak internal ataupun
pihak eksternalf masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;

(2) Perubahan yang cepat akan memberikan dampak positif terhadap citra
pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah

(3) Tersedia kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah
perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis
pelayanan yang dipilih menjadi quick wins.
Terkait dengan hal tersebut, maka Quick Wins yang akan dilakukan difokuskan

pada 2 (dua) hal yaitu: (a) Quick Wins yang mendukung Manajemen Pemerintahan
Daerah; (b)Quick Wins yang mendukung pelayanan publik.

(a) Quick Winsyang mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah

Manajemen Pemerintahan Daerah terdiri dari program prioritas reformasi
birokrasi yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal
tersebut mengandung maksud bahwa program prioritas yang termasuk dalam
Manajemen Pemerintahan Daerah lebih bersifat internal, dan tidak berdampak
langsung pada masyarakat. Berdasarkan Permen PANdan RB Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dari 8 (delapan) Program
Prioritas Reformasi Birokrasi, 7 (tujuh) diantaranya merupakan program yang
mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu:

(1)Manajemen Perubahan;

(2)Penguatan Pengawasan;

(3)Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

(4)Penataan Kelembagaan/Organisasi;

(5)Penataan Tatalaksana;
(6)Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur; dan

(7)Penataan Perundang-undangan.
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4) Prioritas Perangkat Daerah
Bagian ini memaparkan fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing

Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui pembuatan rencana aksi tersendiri dan
menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah. Prioritas Perangkat Daerah
merupakan pelayanan yang harus ditingkatkan kualitasnya oleh masing-masing
Perangkat Daerah. Prioritas Perangkat Daerah sebagai berikut:

Diskominfo

DiskominfoDisdukcapilDokumen
dan

Pelayanan Online
Kependudukan
Pencatatan Sipil

Layanan Perizinan Berusaha DPMPT
melalui penerapan One Single
Submission (OSS) dan Sistem
Informasi Jaringan Elektronik
Melalui Perizinan Online
(SIJEMPOL)

Disdukcapil,
Bapenda,
Diskominfo, Polres,
Kemenag

Satu Atap DPMPT
(Mal Pelayanan

Pelayanan
terintegrasi
Publik)

semua urusan
Pemerintahan
Untuk mendukung
pilar RB:
Pelayanan Publik
Transparansi dan
Akuntabilitas

Untuk mendukung
pilar RB:
Pelayanan
Publik
Transparansi
Akuntabilitas

2.

PerangkatSemua
Daerah

Bagian
Organisasi Setda

Perampingan struktur
Organisasi Perangkat Daerah
(Penyederhanaan Birokrasi).

SektorLintas1.

(5)(4)(3)(2)(1)

SKPD
Terkait

Instansi yang
bertanggung

jawab
Quick WinsSektorNo

Selanjutnya terdapat beberapa kegiatan yang menjadi Quick Wins yang
mendukung Manajemen Pemerintahan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabe13.5.
Program/Kegiatan Quick Wins yang mendukung Pelayanan Publik



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 2020-2024

Transparansiinformasidan
akuntabilitas : open data dan
informasi melalui website Disnaker

2)

aspek:
1) Tatalaksana: menyajikan SOP

layanan tenaga kerja

Transparansi informasi dan
akuntabilitas open data dan
informasi melalui website Dinas
Sosial
Pengawasan: kejelasan prosedur dan
data penyaluran bantuan sosial
Pelayanan publik: kualitas prima
bidangsosial

Meningkatkan RB dari

SOPmenyajikan

Meningkatkan RB dari aspek:
Perundang-undangan memberikan
layanan kepastian hukum perundang­
undangan

aspek:
1) Tatalaksana

layanan sosial

Tatalaksana menyajikan
layanan ajuan bantuan RTLH
pengawasan: kejelasan prosedur dan
data penyaluran bantuan RTLH

4)

SOP

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi dan akuntabilitas

informasi: open data dan informasi
melalui website Dinas perkim tentang
lokasi proyek

2) Pelayanan publik: kualitas prima
bidang peru mahan layak huni

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Tatalaksana menyajikan SOP

layanan kesehatan
2) Transparansi informasidan

akuntabilitas open data dan
informasi melalui website Dinas
Kesehatan

3) Pengawasan: kejelasan prosedur dan
data penyaluran bantuan kesehatan

4) Pelayanan publik: kualitas prima
bidang kesehatan

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi dan akuntabilitas

informasi: open data dan informasi
melalui website Dinas Dinas
Lingkungan Hidup tentang lokasi
proyek

2) Pelayanan publik: kualitas prima
bidang fasilitas umum

Meningkatkan RB dari aspek
transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan bantu an pendidikan
dan penerimaan siswa didik

Program Peningkatan Kesempatan Kerja,
difokuskan pada kegiatan: Penyebarluasan
informasi bursa tenaga kerja; Pengembangan
kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, 2)
difokuskan pada kegiatan: Peningkatan
Kemampuan (Capacity Building) petugas dan
pendamping social, pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 3)
Pelatihan keterampilan berusaha bagikeluarga
miskin 4)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah

Program Penegakan Peraturan peru ndangan ,
dengan kegiatan:
Penegakan Pelanggaran Perda

peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan; Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu; Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat (OAK); Fasilitasi dan 3)
stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
(Bantuan Keuangan Provinsi); Fasilitasi dan
stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu (OAK)

Program Pengembangan
Perumahan, difokuskan
pada kegiatan: Sosialisasi

Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah;
difokuskan pada kegiatan:
Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat, difokuskan pada
kegiatan: Pengembangan media promosi dan
informasisadar hidup sehat; Penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,
difokuskan pada kegiatan: Monitoring,
evaluasi dan pelaporan; dan Manajemen
Pendataan Pendidikan

DINASTENAGA
KERJADAN
TRANSMIGRASI

7.

DINASSOSIAL6.

Satpol PP5.

DINAS PERUMAHAN
DANPEMUKIMAN

4.

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAANRUANG

3.

DINASKESEHATAN2.

DINASPENDIDIKAN1.

(3) (4)(2)(1)

Harapan PerubabanKegiatan PrioritasPerangkat DaerabNo

Tabe13.6.
Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAaUPATEN GARUT 2020·2024

Meningkatkan RB dari
aspek:
1) Transparansi informasi dan

akuntabilitas : open data dan
informasi melalui website Dishub

2) Pengawasan: retribusi perhubungan
dan perpakiran

3) Pelayanan publik: indeks kepuasan
masyarakat atas pelayanan
transportasi dan jalan raya di
Kabupaten Garut

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Akuntabiitas penggunaan anggaran

belanja prasarana dan saran a
pengelolaan perampahan

2) Pelayanan publik: survey kepuasan
masyarakat pada layanan
persampahan

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Tatalaksana menyajikan SOP

layanan kependudukan dan capil
2) Transparansi informasi dan

akuntabilitas open data dan
informasi melalui website
Dispendukcapil

3) Pengawasan: kejelasan prosedur dan
biaya layanan dokumen
kependudukan dan capil

4) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat atas pelayanan
Dispendukcapil

kinerja

3) tingkat
dan

Pelayanan publik:
perlindungan keamanan
kesehatan pangan

4) Akuntabilitas: pelaporan
utama ketahanan pangan

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Tatalaksana: menyajikan SOP

layanan perlindungan perempuan
dan anak

2) Transparansi informasi dan
akuntabilitas : open data dan
informasi melalui website
DPPKBPPPA

3) Pengawasan: kejelasan prosedur dan
data penyaluran bantuan sosial
untuk perempuan dan anak

4) Pelayanan publik: kualitas prima
bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, dan
pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Tatalaksana menyajikan SOP

layanan cadangan pangan
2) Transparansi informasi dan

akuntabilitas : kondisi ketahanan
pangan kota dan hargaharga bahan
pokok

3) Pengawasan: kejelasan prosedur dan
data penyaluran bantuan peralatan
kerja

4) Pelayanan publik: kualitas prima
bidang ketenagakerjaan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan, difokuskan pada kegiatan:
Pembangunan halte bus, taxi gedung termmal
(DAK); Perencanaan dan pengembangan
teknologi informasi dan sistem manajemen
transportasi pedesaan dan perkotaan

Program Penataan Administrasi
Kependudukan, difokuskan pada:
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
terpadu; Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating, dan.
pemeliharaan); meningkatan pelayanan publik
dalam bidang
kependudukan; Pengembangan data base
kependudukan; Penyusunan kebijakan
kependudukan; Sosialisasi kebijakan
kependudukan; dan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan difokuskan pada kegiatan:
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan; Peningkatan kemampuan
aparat pengelolaan
persam pahan;

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/ perkebunan,
difokuskan pada kegiatan: Laporan berkala
kondisi ketahanan pangan daerah;
Pengembangan cadangan pangan daerah;
Pengembangan desa mandiri pangan;
Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
Penyuluhan sumber pangan alternatif

Program Penguatan Kelembagaan
Pengaru su tamaan Gender dan Anak,
difokuskan pada kegiatan: Penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak; Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan
anak; Pengembangan sistem informasi Gender
dan Anak

DINAS
PERHUBUNGAN

12.

DINAS
KEPENDUDUKANDAN
PENCATATANSIPIL

11.

DlNAS LINGKUNGAN
HIDUP

10.

DlNAS KETAHANAN
PANGAN

9.

DlNAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK
KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN
PERLINDUNGANANAK

8.
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ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 2020"2024

6)

a. open data dan informasi di
website Disbudpar

b. Penilaian pencapaian indikator
kinerja

Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat tentang layanan
kepariwisataan Kabupaten Garut
Pengawasan: ketepatan penggunaan
anggaran dari ev~nt dan
pembangunan obyek wisata yang
diselenggarakan

5)

daninformasiTransparansi
akuntabilitas :

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi informasi dan

akuntabilitas open data dan
informasi di website Disbudpar

2) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat pengelolaan warisan
budaya Kabupaten Garut
Pengawasan: ketepatan penggunaan
anggaran dari event yang
diselenggarakan

3) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat atas pelayanan informasi
di Kabupaten Garut

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi informasi dan

akuntabilitas open data dan
informasi di website Dinkop UKM

2) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat atas pelayanan pelatihan
kewirau sahaan

3) Pengawasan: ketepatan sasaran
penerima pendampingan, fasilitas,
dan pelatihan

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Tatalaksana menyajikan SOP

layanan perijinan usaha
2) Transparansi informasi dan

akuntabilitas open data dan
informasi perijinan dan segala
maklumat pelayannya melalui
website DPMPT

3) Pengawasan: kejelasan prosedur dan
biaya layanan dokumen perijinan
usaha

4) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat atas pelayanan DPMPT

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi informasi dan

akuntabilitas open data dan
informasi di website Dispora;

2) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat atas pelayanan pelatihan
kewirausahaan bagi pemuda;

3) Pengawasan: ketepatan sasaran
penerima pendampingan, fasilitas,
dan pelatihan.

Aparatur : kapabilitas aparatur di
bidang TI
Transparansi informasi dan
akuntabilitas open data dan
informasi me1alui website Diskominfo

1)
Meningkatkan RB dari aspek:

Program Pengelolaan Keragaman Budaya,
difokuskan pada kegiatan: Pengembangan
kesenian dan kebudayaan daerah; Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah;
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata, difokuskan pada
kegiatan: Pengembangan objek pariwisata
unggulan; Peningkatan pembangunan sarana 3)
dan perasarana pariwisata; Pengembangan
jenis dan paket wisat~ ungg_ulan;
Pengembangan daerah tujuan wisata;
Peningkatan dan Pembangunan Saran a dan 4)
Prasarana Ekonomi Kreatif

Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda,
difokuskan pada kegiatan: Pelatihan
kewirausahaan bagi pemuda

Program Peningkatan 1klim Investasi dan
Realisasi Investasi difokuskan pada kegiatan:
Kajian Kebijakan penanaman modal;
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah, difokuskan pada
kegiatan: Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan; Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/ KUD

Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa, difokuskan pada
kegiatan: Pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi;
Pembinaan dan pengembangan sumber daya 21
komunikasi dan informasi; Pengkajian dan
pengembangan sistem informasi

DINAS PARlWISATA
DAN KEBUDAYAAN

17.

DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

16.

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PERlJINAN TERPADU

15.

DINAS KOPERASI DAN
UKM

14.

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATlKA

13.

(31 (41(21(11

Harapan PerubahanKegiatan PrioritasPerangkat DaerahNo



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 2020-2024

manajemen3)

Pengeiolaan
dan promosi

Pengawasan:
rekruitmen, mutasi,
jabatan
Tata laksana: SOP
kepegawaian

2)

dan
Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi informasi

akuntabilitas:
a. open data dan informasi

di website BKD
b. Penilaian pencapaian indikator

kinerja

1) Transparansi
akuntabilitas :
a. open data dan informasi

di website BPPKAD
b. Penilaian pencapaian indikator

kinerja
2) Pengawasan: Pengeioiaan keuangan

daerah
3) Tata laksana: penyediaan SOP APBD

daninformasi
Meningkatkan RB dari aspek:

3)

2)

1) Transparansi
akuntabilitas :
a. open data dan informasi di

website Bapppeda
b. Penilaian pencapaian indikator

kinerja
Pengawasan: Penyusunan e-planning
dan e-budgeting
Mental aparatur: penguatan
kapasitas perencanaan berbasis data,
bukan memanipulasi data

daninformasi
Meningkatkan RB dari aspek:

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi informasi dan

akuntabilitas :
a. open data dan informasi di

website Disdag
b. Penilaian pencapaian indikator

kinerja
2) Peiayanan publik: indek kepuasan

masyarakat ten tang layanan
perdagangan

3) Pengawasan: ketepatan penggunaan
anggaran dari event promosi dan
pembangunan pasar

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi informasi dan

akuntabilitas open data dan
informasi diwebsite Bapusipda

2) Pelayanan publik: indek kepuasan
masyarakat ten tang layanan
perpustakaan

3) Pengawasan: ketepatan penggunaan
anggaran dari event dan belanja
bahan pustaka yang diseienggarakan

Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah, difokuskan
pada kegiatan: Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APSD; Perungkatan
manajemen asetf barang daerah; lntensifikasi
dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan
daerah; Peningkatan dan Pengelolaan PAD;
Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan
Daerah; Peningkatan Efektifitas. Penagihan
Pajak Daerah; Peningkatan Akurasi Penetapan
Pajak Daerah; Pengelolaan dana
hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
Penyu'sunan Sistem Informasi Pengelolaan
Pendapatan Daerah; Penyu~unan Sitem
lnformasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pembinaan dan Pengembang~
Apararur, difokuskan pada k~g!atan.
Penyusunan rencana pembinaan kanr PNS;
Seleksi penerimaan calon PNS; ~enempatan
PNS; Pemberian penghargaan bag! PNS yang
berprestasi; Proses penanganan kasusk_asus
pelanggaran disiplin PNS; dan Kegiatan
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Program Perencanaan Pembangunan dengan
kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan

Program Pengembangan Sudaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan, difokuskan pada
kegiatan: Pemasyaraktan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar; Supervisi, pembinaan
dan stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
dan perpustakaan masyarakat; Pelaksanaan
Koordinasi pengembangan kepustakaan;
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya
baca; Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri, difokuskan pada kegiatan:
Pengembangan pasar dan distribu si barang f
produk; Pembangunan promosi perdagangan
dalam negeri

SADAN
KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT

22.

SADAN
PENGELOLAAN
KEUANGANDANASET
DAERAH

21.

SADAN
PERENCANAAN
PEMSANGUNAN
DAERAH

20.

DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
ENERGJDAN SUMBER
DAYAMINERAL

19.

DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

18.

(3) (4)(2)(1)

Harapan PerubahanKegiatan PrioritasPerangkat DaerahNo



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 2020~2024

B. Sasaran
Perihal sasaran perubahan reformasi birokrasi terjadi modifikasi rumusan dari

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024. Modifikasi terse but sebagai berikut:

3) Mental aparatur: berbudaya kinerja
melayaru dan professional

4) Aspe!< perundang-undangan:
kordinator penghasiJ regulasi daerah

Meningkatkan RB dari aspek:
I) Transparansi infonnasi dan

akuntabilitas :

a. open data dan informasi
di website Setwan

b. Penilaian pencapaian indikator
kinerja

2) Aspek perundang-undangan:
fasilitasi proses menghasiJkan
regulasi daerah

Meningkatkan RB dari aspek:
1) Transparansi infonnasi dan

akuntabilitas :
a. open data dan informasi

di website inspektorat
b. Penilaian pencapaian indikator

kinerja
2) Tata laksana: memeriksa

implementasi SOP Perangkat Daerah
yang harus ada

3) Mental aparatur: menegaskan
berbudaya kinerja melayani dan
profesional di semua Perangkat
Daerah

4) Aspek pengawasan: agen pengawas
untuk memastikan control
pemerintahan

b. Penilaian pencapaian indikator
kinerja

Tata laksana: SOP Perangkat Daerah
yang harus ada

infonnasiopen data dan
di website Setda

a.

dan

Meningkatkan RB dari aspek:
I) Transparansi informasi

akuntabilitas :

4) Mental aparatur: berbudaya kinerja
melayani dan profesional

Program peningkatan sistern pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH, difokuskan pada kegiatan:
Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala; Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH; Koordinasi
pengawasan yang lebih komprehensif

Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah, difokuskan pada
kegiatan: Pembahasan rancangan peraturan
daerah; Rapatrap~t alat kelengkapan dewan;
Rapat-rapat panpurna; Kegiatan Reses;
Perungkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD; Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD ke Luar Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang­
undangan,dUokuskan

pada kegiatan: Koordinasi kerjasama
pennasalahan peraturan perundang-
undangan; Penyusunan rencana kerja
ran~ang<Ul peraturan perundang-undangan;
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang­
undangan; Asistensi pembahasan rancangan
peraturan daerah; Legislasi rancangan 2)
peraturan perundang-undangan.

INSPEKTORAT
DAERAH

25.

SEKRETARIATDPRD24.

SEKRETARIAT
DAERAH

23.

Harapan Perubahan
(3)

(4)
(2)(1)

Kegiatan PrioritasPerangkat DaerahNo



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

5%5%5%5%5%Prosentase
Perang1<at Daerah
/Unit Kerja yang
telah menerapkan
budaya kerja

Pembentukan agen
perubahan yang dapat
mendorong terjadinya
perubahan pola pikir

2.

8079797673Pengembangan nilai-nilai Indeks Reformasi
untuk menegakkan Birokrasi (Indikator
integritas dan reformasi Nasional)
birokrasi

1.

20242023202220212020

TargetTahapan
IndikatorSasaranNo

Tabe13.7.
Sasaran, Indikator dan Target ManajemenPerubahan Tabun 2020-2024

Gambar3.2.
Persandingan Sasaran Perubahan RB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024, bahwa tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Kapabel, dan Pelayanan Publik
yang Prima yang diyakini merupakan pengungkit utama pencapaian tujuan dan
berbagai indikatornya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1)Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan adalah perubahan mental, yaitu suatu proses bagaimana

melakukan perubahan mind set dan culture set, sehingga dengan perubahan pola
pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) tersebut diharapkan akan menjadi
stimulan bagi tercapainya reformasi birokrasi. Sasaran, Indikator dan Target
pencapain hasil dituangkan dalam tabel berikut:

Pelayanan Publik yang Prima

Birokrasi yang Kapabel

- - Birokrasi yang bersih dan akuntabel
-

Sasaranreformasi Birokrasi 2020-2024
(Permenpan RBNo 25/2020)- -Sasaran reformasi Birokrasi

2010-2014
(Permenpan RB no 37/2013)



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAeUPATEN GARUT 2020-2024

Sumber: Olah Data Primer

Tahapan
Target2024

No Sasaran Indikator
2021 2022 20232020

71 73 75 78 80
1 Meningkatnya Kinerja Nilai SAKIP

Instansi Pemerintah

TabeI3.9.
Sasaran, Indikator dan Target Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2020-2024

(3)Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan kemampuan menjawab tentang, apa, bagaimana, dan
mengapa sesuatu dilakukan atau tidak dilakukan oleh birokrasi dan Aparatur Sipil
Negara. Sasaran, Indikator dan Target pencapaian hasil dituangkan dalam tabel
berikut:

Tahapan Target
No Sasaran Indikator

2020 2021 2023 2023 2024

1 Meningkatnya Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Nilai Opini atas
Laporan
Keuangan dari
BPK

2 Meningkatkan Tingkat 4 4 4 4 4
kapasitas Kapabilitas APIP
manajemen
pengawasan Tingkat Kemata-ngan 3,20 3,30 3,40 3,5 3,5

lmplemen-tasi
SPIP

3 Meningkatnya % Perangkat Daerah 11% 13% 15% 15% 15%
penerapan dengan predikat 21 WBK
penyelengga-raan
pemerintahan Terbentuk-nya UPG Money Money Money Money Money
yang bersih dan (Unit Pengendali UPG UPG UPG UPG UPG
bebas dari KKN Gratifikasi)

Sumber: Olah Data Primer

(2)Penguatan Pengawasan

Pengawasan merupakan proses memastikan segala sesuatu berlangsung dalam
cara yang sesuai dan menuju pada indikator dan target yang tepat sebagaimana
seharusnya sesuai Norma Standar dan Patokan yang telah ditetapkan. Sasaran,
Indikator dan Target pencapain hasil dituangkan dalam tabel 3.8 berikut:

TabeI3.8.
Sasaran, Indikator dan Target Penguatan Pengawasan

Tahun 2020-2024



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

100%100%100%80%60%Prosentase
Perangkat Daerah
yang telah
menyusun Standar

_ ~ Pelayanan (SP)
Sumber: Olah.Data Primer

No Sasaran
Tahapan TargetIndikator

2018 2019 2020 2021 2022

1 Terwujudnya Indeks 4,25 5 5,5 6 6,5
ketatalaksan aan Pembangunan
yang efektif, Teknologi Informasi
efisien, berbasis dan Komunikasi
Tehnologi
Informasi menuju
Smart City

Penggunaan e- 270 270 270 270 270
Procurement paket paket paket paket paketterhadap Belanja
Pengadaan

Prosentase SOP 75% 90% 100% 100% 100%
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
diterapkan

Prosentase 70% 90% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
yang telah
menetapkan SOP

TabeI3.11.
Sasaran, Indikator dan Target Tata Laksana Tahun 2020- 2024

(5)Tata Laksana

Tata laksana merupakan unsur dinamis yang menyangga proses berlangsungnya
reformasi birokrasi dalam wadah kelembagaan. Sasaran, Indikator dan Target
pencapain hasil dituangkan dalam tabel 3.11 berikut:

Sumber: Olah Data Primer

50%50%50%50%50%Persentase organisasi
perangkat daerah yang
sesuai ketentuan
regulasi dan efektif
(rig htsizing)

Terwujudnya
kelembagaan
pemerintahan yang tepat
ukuran, tepat fungsi,
tidak tumpang tindih dan
bersinergi

Target
202420232021 20222020

IndikatorSasaranNo
Tahapan

TabeI3.10.
Sasaran, Indikator dan Target Penataan Kelembagaan Tahun 2020-2024

(4)Penataan Kelembagaan
Kelembagaan merupakan wadah berlangsungnya aspek birokrasi dengan area

perubahannya. Oleh karena itu perlu ditata untuk mendukung terwujudnya birokrasi
yang reformed. Sasaran, Indikator dan Target pencapain hasil dituangkan dalam tabel
berikut:
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Sumber: Olah Data Primer

* Sesuai Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2012 dan Nomor 77 tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk
Hukum Daerah.)

80%80%80% 80%

Target
202420232021 2022

Tahapan
No Sasaran Indikator

2020

1 Meningkatnya Prosentase Rancangan Peraturan 80%

kualitas peraturan
Perundang-

perundang- Undangan yang Berperspektif HAM

undangan. Ditetapkan menjadi Perda *

Sasaran, Indikator dan Target Penataan Perundang- undangan
Tabun 2020-2024

sebagai kerangka dasar perencanaan,
Sasaran, Indikator dan Target pencapain

Penataan regulasi daerah penting
pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
hasil dituangkan dalam tabel berikut:

Tabe13.13.

(7)Penataan Perundang-undangan

Sumber: Olah Data Primer

400400400425450Cakupan CPNS
yang diterima
melalui CAT

Mewujudkan
tranparansi dan
akuntabilitas

3

5551015Prosentase Kasus
Pelanggaran
Disiplin yang
ditangani

Meningkatnya
Disiplin Kinerja
Aparatur

2

90%90%90%80%70%Prosentase Pegawai
yang sesuai dengan
kompetensi

90%90%80% 90%70%Meningkatnya Indeks
profesionalisme SDM Profesionalitas
Aparatur

1

Sasaran IndikatorNo
Target
202420232021 20222020

Tahapan

(6)Sistem Manajemen SDMASN
SDM ASN merupakan instrumen kunci reformasi Birokrasi, karena sebagai

subyek dan obyek reformasi pada saat yang bersamaan. Sasaran, Indikator dan
Target pencapaian hasil dituangkan dalam tabel berikut:

Tabe13.12.
Sasaran, Indikator dan Target Sistem Manajemen SDM ASN

Tabun 2020-2024
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c. Kegiatan-kegiatan

Pelaksanaan penataan dan pembenahan birokrasi sebagaimana tertuang dalam
Road Map Reformasi Birokrasi ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang
diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan dalam rencana kerja Perangkat
Daerah, dimana nama program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan nama
program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengelompokan area perubahan dan sasaran perubahan birokrasi mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

(9)Penentuan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari KorupsijWilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANdan RB Nomor 10 Tahun
2019, bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta
peningkatan pelayanan publik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
publik diarahkan untuk dapat mencapai predikat Zona Integritas WBK

Sumber: Olah Data Primer

10099999999

9088868482Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Persen tase layanan

Aduan Masyarakat yang
ditangani

Meningkatkan kualitas
pelayanan publik

1

IndikatorSasaranNo
Target
202420232021 20222020

Tahapan

(8)Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan buah atau hasil reformasi birokrasi. Semua

perubahan dalam berbagai aspek bermuara pada kualitas pelayanan publik. Sasaran,
Indikator dan Target pencapain hasil dituangkan dalam tabel berikut:

TabeI3.14.
Sasaran, Indikator dan Target Pelayanan Publik

Tahun 2020-2024



Area Perubahan Ukuran Perangkat
No (program Hasil yang Keberhasilan Kegiatan Daerah

Prioritas)
diharapkan

(Indikator) Pengampu

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. ManajemenPeru b Pengem- bangan Indeks Reformasi a. Pengendalian Setda
ahan (Revolusi nilai-nilai untuk Birokrasi manajemen
Mental Aparatur) menegak-kan (Indikator pelaksanaan kebijakan

integritas dan Nasional) b. KDH Penambahan
reformasi jumlah agen perubahan
birokrasi

NilaiZona a. Kegiatan: Pelaksanaan inspektorat
Integritas pengawasan intemal

secara berkala;
b. Koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

Terbentuk nya Prosentase Penegakan implementasi Setda Bagian
agen peru bahan Perangkat Daerah Budaya kerja dan evaluasi Organisasi
yang dapat /Unit Kerja yang pelaksanaan budaya kerja
mendo-rong telah menerapkan
terjadinya budaya kerja
peru bah an pola
pikir

2. Penguatan Mening-katnya Opini WTP a. Pengembangan SDM BPPKAD
Pengawasan Nilai Opini atas Aplikasi SIPKD InspektoratLaporan Keuangan

Keuangan dari b. Memberikan quality
BPK assurance APIP melalui

review Laporan
Keuangan

c. Early warning system,
melalui pemeriksaan
secara berkala

d. Pendampingan/
penguatan penyusunan
RTP- SPIP, aktivitas
pengendalian, informasi
komunikasi s.d monev

Meningkat kan Tingkat Kapabilitas Penguatan Kompetensi dan Inspektorat
kapasitas APIP Peran APIP
rnanaje-rnen
penga-wasan;

Tingkat Peningkatan dan Inspektorat
Kematangan Pembinaan pelaksanaan
Implemen-tasi SPIP SPIP

Meningkat nya % Perangkat Daerah a. Pembangunan unit Inspektorat
penerapan dengan predikat ZI kerja untuk memperoleh Setda bagpenyelenggaraan WBK predikat menuju
pernerin-tahan WBK/WBBMi tiap Organisasi
yang Bersih dan Perangkat Daerah

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

TabeI3.1S.
Kegiatan Pendukung Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2020-

2024

C.1 Kegiatan Pendukung Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Pencapaian sasaran pertama reformasi birokrasi tersebut, terdapat beberapa
Kegiatan Prioritas yang terkait dengan Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
dideskripsikan di tabel berikut:
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Bappeda

Diskorninfo
didukung
sernua
Perangkat
Daerah

Setda Bag
Organisasi

a. Sosialisasi sis tern SAKIP
ke seluruh Perangkat
Daerah

b. Monev terhadap
pelaksanaan sis tern
SAKIPpada
Penandatangan Pakta
Integritas dan Perjajian
Kinerja

c. Pengintegrasian sistern e­
planning, e- budgeting
dan e-rnonev

d. Keterbukaan Informasi
Publik dalam bentuk
pu blikasi proses
perencanaan,
penganggaran, dan

e. Pengernbangan teknologi
informasi dalam
rnanajernen kinerja
untuk rneningkatkan
akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan dari
Instansi Pernerintah
pelaksanaan anggaran
ke dalam website.

f. Melakukan perencanaan
terintegrasi dan
perencanaan lintas
sektor (collaborative and
crosscutting)

a. Pelaksanan Inspektorat
pengendalian gratifikasi
rnelalui pernbentukan
Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG)

b. Sosialisasi LHKPN
,/ Desk adrnin

c. Pelaksanaan Whistle
Blower System

,/ Pendampi ngan
pengisian LHKPN

d. Pengernbangan aplikasi
ULASberbasis android

Pelaksanaan
pernantauan benturan
kepentingan di
Perangkat Daerah

c. Menambah Perangkat
Daerah lain untuk
rnernbangun ZIWBK,
yaitu: Dishub, Dinas
Pertanian dan RSUD

- NiJaiSAKIP
- Indeks
Perencanaan

Meningkat nya
Kinerja Instansi
Pernerintah

Akuntabilitas3.

Terbentuknya UPG
(Unit Pengendali
Gratifikasi)

(6)

Perangkat
Daerah

Pengampu

(5)

Kegiatan
Area Perubahan Ukuran

No (program Hasil yang Keberhasilan
Prioritas)

diharapkan
(Indikator)

(1) (2) (3) (4)

Bebas dari KKN b.



Diskominfo

Setda
Bag.
Organisasi

(6)

Perangkat
Daerah

Pengampu

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
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Area Perubahan Ukuran
No (program Hasil yang KeberhasiIan Kegiatan

Prioritas)
diharapkan (Indikator)

(1) (2) (3) (4) (5)

4. Kelembagaan Terwujudnya Persentase a. Monitoring dan
kelembagaan organisasi evaluasi kebutuhan
pemerintahanyang perangkat daerah ketatalaksanaan
tepat ukuran, tepat yang sesuai pada setiap
fungsi, tidak ketentuan regulasi Perangkat Daerah,
tumpang Tindih dan dan efektif antara Lain
bersinergi (rightsizing) implementasi SOP,

SP dan SPM
Identifikasi/
Diagnosis terhadap
permasalahan
tumpang tindih
Kewenangan

b. Susunan Organisasi
Pemerintah
Melaksanakan
evaluasi uraian tugas
secara berkelanju
tan, agar tidak terjadi
tumpang tindih dan
agar uraian tugas
dapat lebih fokus dan
terukur

5. Tatalaksana Terwujudnya Indeks e- a. Penguatan
ketatalaksa naan Government kebijakan dan
yang efektif, efisien, koordinasi
berbasis Tehnologi implementa si e-
Informasi menuju Governmen t di
Smart City Kabupaten Garut

b. Implementa si
teknologi informasi
berbasis elektronik
dalam manajemen
pelayanan
administrasi

c. Optimalisasi
penggunaan e-office

d. Sosialisasi Juknis
Pengadaan Barang
dan Jasa

TabeI3.16.
Kegiatan Pendukung Sasaran Birokrasi yang Kapabel

Tahun 2020-2024

C.2 Kegiatan Pendukung Sasaran Birokrasi yang Kapabel
Pencapaian sasaran kedua Reformasi Birokrasi tersebut, terdapat beberapa

Kegiatan Prioritas yang terkait dengan Sasaran Birokrasi yang Kapabel dideskripsikan
di tabel berikut:
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Setda Bag
Organisasi

Setda Bagian
ULP

a. penataan sistem BKD
manajemen SDM
aparatur

b. Implementasi
kebijakan penilaian
kinerja pegawai

c. Implementasi sistem
promosi secara
terbuka, kompetitif,
dan berbasis
kompetensi dengan
menguatkan fungsi
Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN)
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan

d. Mengembangkan
mekanisme seleksi
jabatan dengan
kebijakan
pemanfaatan
assessment
center/ assestment
program

e. Prosentase Pegawai
yang sesuai dengan
kompetensi

f. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan (diklat)
dalam rangka
meningkatkan
kompetensi pegawai
Penerapan Standar
Kompetensi Jabatan
dan Syarat Jabatan
sebagai dasar dalam
penetapan
kebijakan rotasi,
mutasi, dan promosi

a. Monev Implementasi
SOP

b. Fasilitasi
penyusunan SOP

Monitoring pelaksanaan
e- Procurement terhadap
Belanja Pengadaan

Prosentase SOP
penyelengga raan
pemerin ta han yang
diterapkan
Prosentase
Perangkat Daerah
yang telah
menetapkan SOP
Prosentase
Perangkat Daerah
yang telah
menyusun Stan dar
Pelayanan (SP)

Indeks
Profesionali tas

Penggunaan e­
Procurement
terhadap Belanja
Pengadaan

Meningkatnya
profesionalisme
SDMAparatur

t Manajemen SDM
ASN

6.

(5)(4)(3) (6)(2)(1)

Perangkat
Daerah

Pengampu
Kegiatan

Ukuran
Keberhasilan
(Indikator)

Hasil yang
diharapkan

Area Perubahan
(program
Prioritas)

No
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Sumber: Olah Data Primer

Berperspektif HAM
Pengelolaan dan
pengem bangan
Sistem Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
(SJDIH).

Setda
Bagian
Hukum

Fasilitasi
penyusunan
Peraturan Daerah
yang berkaitan
dengan 8 Program
Prioritas RB dan
berperspektif HAM
Penyusunan Naskah
Akademik yang
berkaitan dengan 8
Program Prioritas RB
dan berperspektif
HAM

c. Public Hearing
Raperda yang
berkaitan dengan 8
Program Prioritas RB
dan

Prosentase a.
Rancangan
Peraturan
Peru ndangan­
undangan yang
berperspektif HAM
ditetapkan menjadi
Perda * b.

Meningkatnya
kualitas Peraturan
perundang
undangan.

Peraturan
Perundangan

7.

Meningkatnya Prosentase Kasus a. Monitoring dan BKD
Disiplin Kinerja Pelanggaran Disiplin Evaluasi
Aparatur yang ditangani Pelaksanaan Disiplin

ASN
b. Penerapan e-kinerja

kepada seluruh ASN
Kabupaten Garut

Mewujudkan Cakupan CPNS Penerapan sistem BKD
tran paransi dan yang diterima rekrutmen dan seleksi
Akuntabilitas dalam melalui CAT pegawai yang

transparan, kompetitif,
dan berbasis TIK.

Area Perubahan
Hasil yang Ukuran Perangkat

No (program Keberhasilan Kegiatan Daerah
Prioritas)

diharapkan (Indikator) Pengampu

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

aparatur
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D. Rencana Aksi
Bagian ini memaparkan tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan

dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus
perubahan, program/ sub kegiatan, tahapan aktivitas, target-target tahunan yang
ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan
Quick Wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan.

1) Area Mental Aparatur / Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set)

Mental Aparatur / Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) berkaitan
dengan perubahan mental aparatur, termasuk didalamnya adalah perubahan pola
pikir, dan cara kerja, serta etika aparatur. Oleh karena itu karakter kegiatan dalam
program ini terkait dengan upaya perubahan mental aparatur melalui penerapan
budaya kerja, pembentukan dan agen perubahan (agent of change) dan internalisasi
secara simultan dan berkelanjutan terhadap esensi reformasi birokrasi.

Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
Disdukcapil

Koorinator:
Inspektorat
Semua Perangkat
Daerah

Koordinator:
Setda Bag.
Organisasi
Pendukung
semua
Perangkat
Daerah

Penyusu
nan
analaiss
hasil
penanganan
aduan tiap
Perangkat
Daerah

Penilaian uji
kepatuhan
terhadap
Pelayanan
Publik

(61

Perangkat
Daerah

Pengampu

Sumber: Olah Data Primer

Nilai
kepatuhan
terhadap UU
pelayanan
publik

Meningkatkan
kapasitas manajemen
penyeleng-garaan
pelayanan publik.

Persentase
layanan
Aduan
Masyarakat
yang
ditangani

Area Perubahan Hasil yang
Ukuran

No. (program Keberhasilan Kegiatan
Prtorttas]

diharapkan [Indfkafor]

(11 (21 (31 (41 (51

8 Peningkatan Meningkatkan Survey Melakukan
Pelayanan Publik Kualitas pelayanan Kepuasan survey dan

publik; Masyarakat kajian hasil

(SKM) kepuasan
masyarakat

Tabe13.17.
Kegiatan Pendukung Sasaran Pelayanan Publik yang Prima Tahun 2020-2024

C.3 Kegiatan Pendukung Sasaran Pelayanan Publik yang Prima
Pencapaian sasaran ketiga Reformasi Birokrasi tersebut, ter~apat beber~pa

Kegiatan Prioritas yang terkait dengan Sasaran Pelayanan Publik yang Pnma
dideskripsikan di tabel berikut:



sudah
dilaksanakan
ditahun 2018

sudah
dilaksanakan
ditahun 2019

13

Keterangan
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TcrJaksananya
rapat
dan koordinasi
tiap Aseecr
PMPRB

Terbitaya
Kepurusao
Bupati tc.ntang
rim PMPRB

Mengkomunikasikan
aktifilaS PMPRB
kepada unit kerje
terkait

b

Sosialisasi/inlc.mahs
asi Road Map
Rc.formasi Birokrasi

Penyusunan Quick
Wins Refcrmass
Birokrasi

Penyusunan Road
Map Rr.formasi
Birolaasi

..
Road Map Refcrmasi Birokrass

Penguatan Tim
Reformasi Birokrast

lnspektorat

J nspektorat

Begian
Orguni8l.Uli

B"iPM
Orgnrusnsi

Bagian
Organisruti

Baginn
Organisasi

Ba,gian
Organisa3i

Bagian
Organlsasi

12

Penan.a:tu.n•
J•••b

JumJah kegietan rapat
yang dilaksanakan (minimal
I [seru] kegietan rapst/ bulan
... notulen hasiI rapat)

Jumlah Keputusan Bupati
yang wsusun (I (saru)
Keputusan Bupaul

Jumlah kqpatan 8OSla.ltsasi/
intemaliS8S1 rood map
refonDaSl bU'olcra!l:i(2 (dua)
kqp.8tan/lahun)

Jumlah Quick WiM Reformasi
Birokrasi )'lUl8 disusun II
(satu] Quick Wins/tRhunl

Jumlah Peraturan Bupati
)'1UI8 msuoun II (oatu)
Peraruran Bupati)

Jumlah rapat Tim/
Kelompok Krf)a Reformasi
Biro"""" )'1UI8 ddalalanakan
(12 (dua bolas)
lcegiatan/tahun
+relcomendstsiJ

Jumlah dokumen Iapcran
pe.lak.sanaan reformasl
birokasa m8.SU18-masing
Ke.lompok Krr:J8 {4 (rmp."tl'
dokumrnl

Jumlah Kepurusan Bupati
yang disusun It (SAtU)
Kepurusan Bupau perubahan)

Pemantauan dan EvaluQi Reformasi Birokrasi

Pembentukan Tim
PMPRB

Terlaksanaaye
Sooiabsasa/
1l11emalisasi
Road Map
Reformasi
Birokrasi

Tersusunnya
Qwck Wins
Refcrmaai
Birokrasi

Terbttnya
Peraruran
Bupati lenlang
Rood Map
Rdormasi
BltOkm.si

Terlaksananya
rapat
Tim/Kelompok
Kerja
Rdormasi
Blrokrasi
eecara rutin

Tim Reformasi
Birokrasi/
keJompok kerja
Rdormasi
Birok:rasi.
melaksanakan
tugae dengan
baik

Terbitnya
Keputusan
Bupati temang
Tim Rdonnasi
Birokrasi
Pemertmah
Kabupaten

Waktu Pel.ak..anaan
Krlteria

KeberhuUan IDdlkator dan Ta.ra:et
KeglatlUl

202 202 202 202 202
0 2 3 4

6 8 9 10 11

Pembentukan Tim
Refonnasi Birolcrasi

b

Melaksanakan rapat
Tim Reformasi
Birokrasi/ Kelompok
Kerja Refonnasi
Birokrasi secara rutin

Tim Reformasi Birokra.si

Manajemen Perubahan

4

Programdan Keptan

polak ..
noon
refonnas
;
birokras
i (Indeks
Reforma
si
Birokras
;
minimal
80)

Meningk
etnya
efektifita

HuU

Aze. yanc
No. Reformu.

dlh"",p

Bt.rokrul klUl dan
lodikat

2 3

Mental Meningk
Apararur I atnya
Pola Pikir integrita
(Mind 5e'I .
dan apararur
Budaya (80 0/0
Kerja (delapan
(Culture puluh
Set! persenl

aparatur
integrita
euya
ti"l!8i)

TabeI3.18.
Rencana Aksi Mental Aparatur I Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture

Set) Tahun 2020-2024



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAeuPATEN GARUT 2020·2024

Bagian
Organlsasi

Oft, [per-sen] Kepala Perangkar
Dnereh yang terlibat OOCAra
aktif dan berkelnnjutan dalrun
pelaksanaan reformasi
birokrasi (75 % (tujuh puluh
lima persen) I

sudah
c1iJaksana.kan
ditahun 2019

BKDJumlah dckumen konsep nilel
integrttas yang disusun (I
(SOIU) c1okumen)

Bagian
Organisosi

Jumlnh kegiatan
pembinaan/pelauhnn/bimbtn
gnn teknis/ workshop dll bngi
agen perubahanyang
dilaksana1can (2 (dun)
kegia1.an/lahunl

Pimpinan
Perangkat
Daerah terlibru
secaraaktif dan
berkelanjutan
dalam
pelaksanaan
reformasi
birokraai

Tertaksananye
pengembangan
nilai-nilel
untuk
penegakan
integriras

Terlaksannnyn
pembinann/
pelatihan/
bimbiogan
Icknis/
workshop dll
bagi agen
perubahnn

e. Mendorong
kerertibamn
pimpinan Perangknt
Daerah secara aktir
dan berketanjutan
dalam pelaksanaan
reformasi birckrasi

Pengembangan nllnl­
nilni unruk
pcnegakan Integrttns

Melaksanakan
pembinnan/
pclatihan/ blmblngnn
leknis/ workshop dll
bagi egen perubnhnn

c.

Melaksanakan Tercepalnya Jurnlah rencana nksi (20 (dua lnspektorat
rencena aksi ttndnk rencana puluh) rencana aksi/tahun)
lanjut basil PMPRB alesi lindale

lanjut hasil
PMPRI:l

Perubahan Pola Pikir dnn Budaya Kinerja

a. Pembentuken "gent Terbttnyn .Jumlah Keputusnn Buprui Baglan sudah
of change (ugen Keputusan yangdlsusun (1 (8I\tu) Organleca~d dllaksanakan
perubahanl reformasi Bupati ten tang Kepurusan Bupatl) ditahun 2018
birokrasl agen perubahan

rulingkungan
Pemerintnh
Kabupaten

Mcmbuat renCHI10 Tcreusunnyn dumlah dokumen "menno Bagian
kerja pengembaognn dokumcn kerja agen perubnhnn yang Organlsasl
agenperubahan rencana kerja dlsusun (l(satu) dokumen)

agen perubnhnn

lnspektorarJumJah kegiatan update data
online PMPRB yang,
dilaksanakan [minimal 1
[satu] kegiatan update
datal bulan)

.Iumlah kegietan pembinaan/
pelatihan Tim ASC80T PMPRB
(I [satul kegiatan/tahun!

Tertaksananye
rnpat-rapnt
untuk
menyampaiken
progress
pengieian
updatedatR
online PMPRB
tiap Asesor

Terleksanenya
pembinaanj
pelatihan
Tim Ascsor
I>MPRB

MeJaksanakun
kegialan PMPRJ3

d

Melaksanakan
pelatihan Tim
Asesor PMPRB

c.

3 642

Waktu Pelabanaan
Penanuuna: KetcrauganJawab

202 202 202 202 202
0 1 2 3 4

7 9 10 11 12 13

Inspektcrat

lndikator dan Target
Kriteria

KeberhuUIIUI
Kegiatan

Program dan Kegl_tan

Roan
yang

dlharap
kandan
Indilr.at

.......
Refonnul
Blrokrut

No.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KAeuPATEN GARUT 2020-2024

pegawai dengan pejabat
Pemerintab Kabupaten Garut

rohani, kegiatan team
building dan pertemuan
arnera

BKD%perangkat daerah yang
melaksanakan pembinaan

J

8agian
Organisasi &
BKD

Jumlah role model dan
program agen peru bahan

Bagiart
Orgarusasi%(persen) Perangkat Daerah

/ Unit Kerja yang
membuat/memasang leaflet/
banner/x- banner/ spanduk
berkaitan dengan
pelaksanaan reformasi
birokrasi (budaya
pemerintahan yang bersih dan
bebas Korupsi, Kclusi dan
Nepotisme, budaya melayani
dll) (95 % (semhilan pulub
lima persen) )

Jumlah kegiatan rapat yang
dilaksanakan [minimal 1
{sarul kegiatan rapat/bulan +
notulen basil rapat)

1

76

Pembuatan role
mode1dan
program agen
perubahan eli
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Oarut

Pembuatan/
pemasangan
leaflet/ banner
/x- banner]
spanduk terkait
pelaksanaan
reformasi
birokrasi pada
Perangkat
Daerah / unit
kerja (budaya
pemerintahan
yang bersih
dan bebas
Korupsi,
Kolusi dan
Nepotismc,
budaya
melayani dilJ

Terlaksananya
rapat-rapat
untuk
menyampaikan
program/kegiat
an reformasi
birokrasi

j_

pegawaidengan
pejabat Pemerintah
Kabupaten Garut

rohani, kegiatan team
building dan
pertemuan antara

....1.i Peningkatan motivasi
pegawai melalui
pembinaan

h Menetapkan role
model dan program
agen perubahan eli
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Garut

-Membuatleajlet/
bonner] x-banner]
spanduk dllterkait
refonnasi birckrasi,
antara lain: budaya
pemerintahan yang
bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan
Nepotieme, budaya
melayani dll.

Membuat media
komunikasi secara
reguler untuk
menyampaikan
program/kegiatan
reformasi birokrasi
yang sedang dan
akan dilakukan

t

2

13

202202
o

KeteranganPenanggung
Jawab

202 202 202
2 3 4

9 10 11 12

Bagian
Organisasi

Indikator dan Target

Walrtu Pelaksanaan

5

Krlteria
KeberhasUan

Kegiatan

4

Program dan KegiBtan

Haan
yang

dlbarap
kandan
lndik8.t

Area
Reformasi
Birokrasl

No.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

sudah
dilaksanak
an ditahun
2014

Bagian
Hukum

Jumlah Standard
OperatingProcedure
lSOP) penyusunnn
produk hukum
daerah (I [saru]
Standard Operating
Procedure (SOP) )

Terlaksananya
pembuemn sistem
pengendalinnj
Srandard Operating
_"",(SOP)
penyusunnn
produk hukum
daerah

Membuat sistem
pengendalinnl
Srandard Operating_U'"
(SOP)penyusunan
produk hukum
doerah

Slstem Pengendalinn Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah

Melakukan revisil Terlaksanunya Jumlah prod uk Bagien
penyempumann revisil hukum daerah Bukum
produk hukum penyempurnaan yang direvisil
dnerah yang tidale produk hukum disempumalcan
hnrmonis/tidak daerah yang tidak
etnkrcn dengan harmonis/ tidak
pernruran slnkron dcngan
perundang- peraturnn
undangan lninnya perundang-

undangnn lrunnya

d. Melnkukan Terlaksananya Jumlah produk Bogian
deregufasi deregulasi hukum. daerah yang Hukum
untuk memangkas terhadap produk direvisi/
praduk hukum hukum daerah disempumakan
dnerah yang yang menghambat
dipnndang pelayanan bagi
menghambnt masyaraket
pelayanan 00gi
masyarakat

Bagian
Ilukum

Jumlah dokumen
hasil identifikasi.
anaLisis dan
pemetnnn terhadap
produk hukum
daerah

Bagian
Hukum

JumJah
rekomendasi I
dokumen hasil
evaluaei produk
hukum

1211109876

Tertaksananya
identiflknsi.
nnalists, dnn
pcmetaan terhadap
produk hukum
dnerah YUl'l&tidak
harmcnia/tfdak
sinkron dengan
peraruran
perundang­
undangnn lalnnya

Tcrlaksananya
cvaluasi secara
berkola terhedep
produk hukum
daerah Irapat Tim
secera rutin)

MelnkukAll
idenufikasi.
unnlisis. dnn
pemetaon terhadap
produkhukum
daerah yans tldak
hnrmonis/tidnk
sinkron dengan
pernrurnn
perundang­
undangnn lalnnya

b.

Harmonlsasi

Penataan Produk Hukum OacrahPeraruran
dan
Perundang­
undangan

Q. Melnkukan
cvaluast secara
berkala terhndap
produk hukum
dnerah yang masih
berlnku

Meningkatnya
kualitas produk
hukum daernh
yung melindungi
dun berpihak
pada
kepentingan
publik,
hunnonis dan
Lidak tumpang
tindih dengan
peraurran
perundang­
undangan
lalnnya (95 %
(sembUan puluh
limn persenl
produk hukum
daerah yang
berkualitasj

2

3 1342

2020 2024202320222021

Keterang.Penanuunc
Jawab

Waktu Pelakaanaan
IndUeator dan

TargetKe,iatan
KebcrhaaUan

Krlteria
Program dan Ke,l.tan

Hunyan,
dlharapkan dan

Indlkator
-.Reform .. '

Blrokrul
No.

Rencana Aksi Penataan Peraturan dan Perundang- Undangan Tabun 2020-2024

kerangka dasar perencanaan,
Indikator dan Target pencapain

sebagai
Sasaran,

Penataan

Penataan Perundang-undangan

regulasi daerah
2)

penting
pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
hasil dituangkan dalam tabel berikut:

TabeI3.19.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
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Bagian
Hukum

Jumlah keJompok
Keluarga Sadar
Hukum yang dibina

Terlaksananya
pembinaan
Kejuarga Sadar
Hukum

Pembinaan
Ke1uarga
Sadar HuJrum

d.

Bagian
Hukum

0/0 (persen) produk
hukum daerah dan
peraturan
perundang­
undangan lainnya
yang dapat
dipublikasikan (85
%(delapan puluh
lima persen) )

Terlaksananya
pub1ikas:i produk
hukum deerah dan
peraturen
perundang­
undangan lainnya

Publikasi produk
hukum daereh dan
peratnran
perundang­
undangan lainnya

c.

Bagian
Hukum

Jumlah kegiataa
sosialisasi produk
hukum deerah
dan peraruran
perundang­
undangan lainnya

Terlaksananya
sosialisasi produk
hukum daerah dan
peraturan
perundang­
undangan lainnya
berbasis leknoiogi
infonnasi

Sosialisasi produk
hukum daerah dan
pereruren
perundang­
undangan tainnya

b.

Bagian
Hukum

Jumlah rapat Tim
penyusun produk
hukum daerah

Terlaksananya
tapa! Tim
penyusunan
produk hukum
daerah

Penyusunan
produk hukum
daerab yang
berkualiras

Pe.nyusunan dan Pe.nyebarluasan Infonnasi Peraturan Perundang-Undangan

2020 2021 2022 2023 2024

7 8 9 10 11 12 13

8agian Sudah
Hukum dilaksanak

an tahun
2018

HasUyang
diharapkan dan

InclJ.kator
No.

KeterangaPenanggung
Jawab

WakhI Pelaksanaan
Krlteria Indillator dan

Program dan Kegtatan Keberhasil.an Target
K.egiatan

4 6

b. MeJakukan Terlaksananya dokumen basil
evaluasi alas evaluasi evaluasi terhadap
pelaksaoaan pelaksanaan Standard Operating
sistem sistem Procedure (SOP)
pengendalian/ pengendalian/ penyusunan produk
Standard Operating Standard Operating hukum daerah
Procedure (SOP) Procedure (SOP)
penyusunan penyusunan
produk hukum produk hukum
deerah secera daerah secara
berkala berkala

32



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

Bagian
Organisasi

Jumlah
Peraruran Daerah
kelembagaan/
organieasi
pel1U'lg)cal daerah
yang me:ngalami
perubahann
[saru] Peraturan
D~rah)

Bagian
Orgarusasi

JumJah
Peraruran Bupati
lentang
keduduken.
SUIJU,nan
organisasi. tugas
dan fUJ1&81 eerie
una kerja
Perangk8t
Oaerah yat18
mell8a1ami
perubahan (15
(lima bolas!
Peraturan Bupati)

8agian
Orgarusasi

Jumlah
Pcmngkat
Deerah yru13
dreveluasi
struktur
kelembegaan dan
rugae fungsinya
(15 (lima b<losJ
Pe""'8kat
Dnerah)

Sudab
dilaksnnakan
pula di
tahun 2019

Sudah
dilaksnnakan
pula di
tahun 2019

1110976

Melaksanakan
perubahan
kel=b8gnan/
penghapusan/
m~
Perangkat
Daerah yang
udek optimal
dalam
mendulcung
sasaran
pemban,itunan
dalam rangka
pelaksanaan
Organisasi
Berbesae Kinerja
(Performance
Based
Orxaniz.ation)

Melaksanakan
perubahnn
sl.r'Uktur
crgamsasi
Perangkar
Oaerahyang
tugasCungsinya
masih tumpang
undihatau
betum e6scn
dan efekuf

Menindaklanjuu
ha.sil evaluesi
dengan
mengajukan
perubahan
orgarusasi/
kelembegaan

Penntaan Organisruri/ Kclembagaan

~felaksanakan
evaluaei
kelembegaan
untuk
men.aeU\hui
kesesuaian
struktur
organisas dan
ketepaten tugas
rUfl&.Si.
menauJrur
jeojana
organisasi.
kemungkinan
duplilcasi
I'un£>i dan
tum pang t.indih
fungsj dengan
Perangkat
Daerah lam

1). Kesesuaian
struktur
crganisasi dan
keteparen tug"""
fungal: 2).
McnguJcur
jenJang
orgamsasi; 3).
Kemungkinan
duplikasi rungs:
4). Tumpa,ng
tindih fungsi
dengan
Perangkat
Daemh lain

Melaksanakan
evafuasr
organisasi/
kelembagaan
untuk
mengetahui :

Evahrasi Organisruu/Kelcmbagaan

Penguatan Ke.lembagaanKelembagaan Meningk8tnya
ketepatan fungsi
dan ulcuran
perangkat deerah
(100 % perangkat
daerah tepat fungsi
dan tepat ukuran)

12

20242021 2022 20232020

s3 1342

KeteranganPenanuuna:
Jawab

Waktu Pelabanaan
Ind.dr.at.or dan

T.... et

Kriteria
KeberbuUan
Keel·tao

HuUyan.
dlharapkan dan

Ind.J.kator
Propam. dan KeClatan""'­Reformaal

Bln>1uaai
No.

Tabe13.20.
Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan Tahun 2020-2024

3) Penataan Kelembagaan
Kelembagaan merupakan wadah berlangsungnya aspek birokrasi dengan area

perubahannya. Oleh karena itu perlu ditata untuk mendukung terwujudnya birokrasi
yang reformed. Sasaran, Indikator dan Target pencapain hasil dituangkan dalam tabel
berikut:



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

b. Melaksanakan Terlaksananya Julah kegiatan
pengernbangan e- pengembangan pengembangan e-

Diskominfo
government: e-golJemmen' ill gouemment di

Ungkun,gan lingkungan
pemerintah pemerintnh
kabupaten kabupaten Garut
GanH

sistem perencanaen, Tertaksananya Jumlah sistem Bappeda,penganggaran dan pengembangan{ perencanaan
mnnajemen kincrja penyempumean tertntegrast (I

BPKAD,
terintegrWili eisrem fsalU) sislernl

DiskominIo

perencnnaan
rerinregrasi

d. MengembAngknn Terlaksananya JumlAh aplikasi
sietem penyediann pengembangnn sistem BPKAD.
pelayenan informasi ststem Diskominfo

penganggaran
dan pengndunn penganggamn tertntegrasi yang
meningkot.kan terimegrast dlkembatl8knn{
kuelltas pcJaynnM disempumnkan
kepada mnsyarakat sesunl kebutuhnn

(1 (Mill) aplikasi)

Dinas
Kominfo

Jumlah dokumen
rencana
pengembangan e­
government yang
disusun (I [satu]
dokumen)

Bagian
Organisasi

Jumlah kegiatan
evaluasi terhadap
pelaksanaan proses
bisrua dan
Standard OperCJring
_"re(SOI'}
Perangkar Daerah
f] (satu) kegiatan)

Bagian
Organlsasi

Jumlah kegiatnn
Bimbingan Teknis
Slandard OperObng
Procedure (SOI'}(I
(salul kegiutan)

Jumlnh Peeungkru
Daerah jUnit Kerja
yang memiliki
Standard Operating
Procedure (SOP}(58
(lima puluh
delapun] Perangkat
Deerah]

Tersusunnya
rencana
pengembangan
e-gouemment di
lingkungan
pemerintah
kabupaten

Terlaksananya
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
proses bisnis
dan Standard
Operating
Procedure (SOl'}
pada Perangkat
Daerah

Tertaksananya
Bimbingan
Teknie
penyusunan
Standard
Operating
Procedure (SOP}
bagi Perengkat
Deerah

Semun
Perangkat
Daernh jUnit
Kerjn
khususnya unit
pelaynnan
memillki
Standard
Operating
Prooedu re (SOP)

Menyusun rencena
pcngembangan e­
government di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten

a.

Melaksanakan
evelueei terhadap
pelaksanaen proses
bisnis dan Standard
Operatmg Procedure
(SOP) pada Pcrangknt
Daernh

b. Melaksonaknn
Bimbingan Tekrua
penyusunan
Standard Operating
Procedure (SOl'} bag;
Perangkat Deereh

n. Mcndorong semua
Perengknt Daerah
{Unit Kerjn
khususnya unit
pelayanan memilijd
Srand(lrd OperCJting
_"",(SOP}
eesuai tugas dan
fungeinya

Bagirm
Orguulsasl

Proses blsnis den prcsedur opernslcnal IClap! Stcl1tdard Opemtmg Procedure (SOP) kegiatnn utame

87 13121096

Penguatan TataJaksanaTamlaksann Meningkatnya
penerapnn
eistem. proses
dan prcsedur
kcrjayang
jelas. efektiJ.
efislen. cepat,
terukur.
sederhuna,
trnnspnran.
dnn berbasis
e-governmem
[Persentase
Perengkat
Daerab !Unit
Kerja yang
memiliki
Standar
Operosional
Prosedur (70
%}

3 1142

2021 2022 2023
KotClran,anPenanauna:

Jawab
20242020

Kriteria
Kebe,.huUan
KClclatan

HuU yan.
dlh .....pkan
dan Indlkato,.

Propm dan Ke&latan
Are.

Refonnul
Birokraal

No.

Tabe13.21.
Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana Tahun 2020-2024

4) Tata Laksana
Tata laksana merupakan unsur dinamis yang menyangga proses berlangsungnya

reformasi birokrasi dalam wadah kelembagaan. Sasaran, lndikator dan Target
pencapain hasil dituangkan dalam tabel berikut:

waJrtu Polabanaan
Indlkato,. dan

Ta,.,et



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 2020-2024

Dines
Kominfo

Keputusan Bupau
rentang Tim yang
menangani
keterbukaan
infonnasi pu blik ( I
(satu) Keputusan
Bupati (perubahan]
I

Kominfo
Dinas
DPMPTdanJumlah aplikasi

pelayanan
pcrijinan secera
online yang
dikembangknn
disempumakan (1
(satu) aplikasi)

Bapenda dan
Dinas
Kominfo

Jumlah eplikasi
pembayaran pnjak
online yang
dikembangkan
disempurnakan (1
[saru] aphkasi]

Baglan
Organisasi&
Dinas
Kominfo

dumlah apliknsi
peleyannn yung
dikembangkan/
disempurnakan (1
(satu) aplikam)

Dinae
KominfoJumlah website

penyebaran
htformasi yR.l1g
dikembangknn!
di9C:!mpurnaknn (1
(saIU) webslret

BKD &. Din8S
KominfoJumlah aplikrud

sistem informasi
manajemen
kepegawaian
daerah yang
dikembangknn
sceuai kebutuhnn
(1 (satu) aplik(81)

Membentuk Tim yang
menangani
keterbukaan
informasi pubUk

Keterbukaan Informasi Publik

12111097

b. Membuat Peraturan Terbitnye Peraruran Bupati Dines sudah
Bupati ten tang Peraruran teruang Kominfo dilaksanakan
keterbukean Bupau tenmng keterbukaan ditahun
informasi pu bilk keterbukaan informasi publik (1 2019

Informasi (salul Perarumn
publik Bupati fperubahan)

I

Memburu MekanismeJ Jumlah meknnlsme Dines
mekanisme/Btandard Srandard /Sumdarcl Kominfo
Operating Procedure Operating Opemtinq
(SOP) pelayannn Procedure (SOPI Procedure (SOP)
informasi publik pelayanan pelayanan

informnsi inlormasi pu blik
publik telnh YRrl8 ditrtnpkan ( 1
ditetapkan (satul Standard

Operating
Procedure (SOP) I

20242021 2022 20232020

tndikator dan
Target

Mengem bangan
sistem petaynnan
kepada musyarakat
dalam tingkatan
transaksional
(perijinan online.
pembayaran online)

e.

Keterangan
Walrtu Pelabanaa1l

Terbentuknya
Tim yang
menangani
kererbukaan
informnsi
publik

Tertaksananya
peteyenan
secant online
kepada
masyarakm

Terlaksnnanyn
pengem bnngnn
ststem
penyedinan
infcrmasi
dan pelayanan
pengaduan
mesyarakat

TerlA.kso'l.nnnya
pengembnngan/
penyempumaan
eistem database
Sumber Dnyn
Manuslu

Krlteria
Kebel'huUan
Ke&latan

propam dan Kegiatan
H...u ylUlg
dlbarapkan
dan lndlkator

13

Area
Rerorm.. 1
Blrokraal

No.



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020·2024

d. Meleksannkan proses Terlnksnnnnya Jumlah pakel Bagian
pengadaan proses berkontrak: 1300 Pengendalian
barans/ jesn secara pengadnan [tlga ratus) Pembangunnn
efekif guna barangfjnsa kegia1rull
transparenei publik bcrkonlrak

Pelaksanaan Teriaksnnnnya Jurnlah fasilltnsl 8agian
monitoring, evnluasi fasititasi proses pengndaan Pengendnlinn
dan fasilitasi pelaksenaan bawng/jasa Pembangunan
pelekeennnn pengndaan pemerintah {50
pengadaan barang/ barans/ jAsn (lima puJuhl
jasa pemerintah pemerimnh fasilitasi)

b. Menyusun etruktur Terbenruknye Jumlah paket Bagian
ke1ompok kerja Unit Kclompok Kcrja kegiatan yang Pengendalian

Layannn Pengadaan Unit Layanan dilelang (60 (enam Pembangunan
dalnm metaksnnaknn Pengadnan puluh)
proses pengndnan paket/tahun)
scsuni pernturnn
peru ndung-undnngun

c. Mcnyusun Tersusunnya Jumlah dokumen Bagian 8Udah

mekanisme Standard dokumen Srandard Operating Pengendalian dilnkeanakan
Operaring Procedure Srandam Procedu ... (SOl') Pembangunnn dnahan
(501') pelaksanenn Operating pclaksanaan 1.lang 2018
pengodaan barnng Procedure (SOP) (1 (smu) dokumen
dan jASU Pemcrlntah petekeanann Stander Opereltiftg

telang Procedure (SOI~ )

sudah
dilaksanakan
ditnhun
2018

8agian
Pengendalian
Pembangunan

Jumlah Kepuursan
Bupati rentang
U'nit Layanan
Pengadaan (I (salul
Keputusan Bupnti)

Terbitnya
Keputusan
Bupati tentnng
Unit Laynnan
Pengadnnn

Membuatstruktur
Unit Layannn
Pengadaan yrtrtg
permanen

Penerapan Sietem Pengndaan Bareng dan Jasa

Dinas
KominfoJumlah dokumcn

hasil monitoring
dan evaluasi
kebijakan
keterbukaan
informasi pubUk
(I (saw)
dokumen/tnhun)

Tertaksananya
monitoring
dan evaluasi
kebijaktm
keterbukaan
informasi
puhlik

Melaksanakan
monitoring dan
evaluasi kebljakan
kelerbukaaninformasi
publik

Dines
KominfoDafter informasi

publik yang
dikembangkan 12
(dua) informasi
publik/tahun)

Melaksanakan
pengembangen
kebijakan
keterbukaan
infcrmasi
publik

Menge.mbangkan
kebijakan
keterbukean
informasi publik

wa)rtu Pelakaanaan PenllflUU-BC
J.wab

Ketorancan

2020 2021 2022 2023 2024

7 8 9 10 11 12 13

Dines
Kominfo

A>ea H_Uyang
Kriterla l.ndlkator dan

No. Reform .. ' dlharapkan Program dan Ke,latan Keberhul1an Target
Blrolr:rul dan Indlkator Ke&latan

2 3 4 6

d. Melaksanakan Terlaksananyn 1nformasi pu blik

kebijakan kebijakan diupload/

keterbukaan keterbukaan diinformasikan

informasi publik informasi melalui web:
publik www.garutkab.go,id
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8agian
Organisasi

Jumlah Perangkat
Deerah yang
menyusun standar
kompetensi jabatan
(17 (rujuh bel"",
Perangkat Deerah
per lMUD)

BKDJumlah pelaksanaan
pengumunan hasil
seleksi penerimaan
pegawai melalui
webSIte resmi (I
(satu) kali
pelaksanaan)

BKDJumlah pelaksanaan
penerimaan pegawai
menggunakan
Computer Assisred
res ( 1 (saru) kali
kegiatan)

BKDJumlah pelaksanaan
pengumuman
penerimaan
pegawai (I Isann kali
pelaksanaan)

Tersusunnya standar
kompetensi jabatan

Menyusun standar
kompetensi
jabatan

3 Pengembangan Pega."-ai Berbasia Kompete:nsi

Pengumuman hasi)
seleksi penerimaan
pegawai melalui
webSIte resmi

Terlaksananya
penerimaan pegawai
menggunakan
Computer Assisted Tes

Pengumuman
penerimaan pegawai
melalui website resmi

Pengumuman hasil
seteksi
diinformasikan
secara terbuka

Penerimaan
pegawai
dilaksanakan
secara transparan,
obyektif. adi1.
akuntabel dan
bebas Korupsi.
Kolusi dan
Nepotisme

Pengumunan
penerimaan
pegawai
diumumkan
secara Juas kepada
masyarakat

2 Proses Penerimaan PegawaiDilaksanakan SeceraTransparan. Obyektif. Alcuntabe.1 dan Bebes Korupsi, Kolusi dan Nepcusme

BKD

BKD

BKD

Bagian
Organisasi

Jumlah jabatan .)'&Jl&
di.. mpumakan/
Analisis .Jabatan dan
Analisis Behan Kerja
jabatan baru (20
(duo puluh)
jabatan/ tahun)

Tereusunnya Analisis
Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
penyempuruaany Analis
is Jabatan dan
Analisis Beban
Kerja jabatan baru

b Melakukan Terlaksananya Jumlah dokumen
penghirungan pengbitungan pegawai kebutuhan pcgawai
keburuhan pada Perangkat Oaerah masing-masing
pegawai seluruh Perangkat Daerah (1
Perangkat Deereh (saru)dokumen)
jUnit Kerja

Menyusun Tersusunnva reneana Jumlah dokumen
rencana redistnDusi pegawai rencana redistribusi
redistribu si pegawai 1 (saru)
pegawai dokumen)

Menyusun Tersusunnya prcyeksi Jumlah dokumen
pro}~ kebutuhan pegawai proyeksi keburuhan
kehuruhan selama 5 tahun pegav.aj sdama5
pegawai seLama5 (lima) tahun (1 (saru)
(lima)tahun dokumen)

Perencanaan Kebutuhan Pega",'Bi Sesuei Kebutuhan Organisasi

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Peayempumean
basil
analis:isjabatan
dan analisis beban
kerja

Meningkatnya
profesionalism
e Sumber
DayaManusia
aparatur
(lndeks
Profesicnalitas
apararur ...%)

Sumber
Daya
Manusia

32

Waktu Pelakaanaan

Prolll'lD dan Kepatan Krlterla Keberhasu.n Indlkator dan Pcnangun KeteranganKegiatan Tug.. 202 202 202 202 202 a:J •• ab
0 I 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Hunyana:
diharap1r.an
dan Indikator

Are.
Reform_

I
Birokrasi

No

TabeI3.22.
Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024

karena sebagai
Indikator dan

5) Sistem Manajemen SDMASN

SDM ASN merupakan instrumen kunci reformasi Birokrasi,
subyek dan obyek reformasi pada saat yang bersamaan. Sasaran,
Target pencapaian hasil dituangkan dalam tabel berikut:



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
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sudah
dilukeanaka
n ditahun
2018

sudah
dilaksanaka
nditahun
2018

sudah
dilekeannka
n ditahuu
2019

Basian
Organisasi

Bagian
Organisasi

BKD

BKD

BKD

BKI)

BKD

BKD

BKD

BKD

BKD

% (persen) Perangkat
Daemh yang Lelah
menerapkan
mcnetapkan
indikator kinerja
individu dalam
pelaksanaan tugas
dan fungs; (100%
(serm-us persen))

o.J/o[persen) Perangkat
Daerah YAl"I8telah
menetnpkan
indikator jdnerja
Individu melalui
keputusan kepala
Perangkat Daerah
(100 % [seratus
persen))

.Jumlah pelaksanean
pengumuman seuap
tahapan seleksi
secera terbuka
melnlul websil~
reemi (I
(sulul/lahun)

Jumlah pelaksannan
promosijnbatan
secara terbuka
unruk pimpinan
ti"88i (1 (satul
kRli/lahunl

.Jumlnh dokumen
perencanaan
penerapnn
kebijakan promosi
jabntan secara
terbuka 1I (saw)
dokumen)

Jumlnh Kepuruean
Tim Prcrnoei dabetnn
secera Terbuka (I
(satu) Kepurusan]

Jumlllh kegiaran
monitoring dan
evaluael terhadep
pengembangan
pegawai berbasts
kompetensi secera
berknla (1 [saru]
kali/tahunl

Jumlnh kegiatan
pengembangan
kompetcnsi pegawai
(1 (Sfttu) kali/tahun)

Jumlah dokumen
rencana
pengernbangan
kompetenst pegawai
(I (80tU) dokumen)

Ju.mlah doJcumen
hasil idcntifikasi
kebutuhan
pengembangan
kompetensi (I [saru]
dokumenl

1312

KeteranganPenanuun
gJawab

Semua Perangkat
OAerah menerapkan
hasil penetapan
indikator kinerjn
individu

Semun Perangkat
Deerah menetapkan
indikatcr kinerjn
individu secara
formal

Terlaksananya
pengumuman ectiap
tahapan seleksisecera
terbuka melaluiwebsite
resmi

Terlaksananya promosi
jabotnn secnru terbukn
untuk ptmpinan llngg!

Tersusunnya rencenn
penernpan kebijakan
prcmesi jabatan
secnrn terbuka

Tersueunnya kebijoknn
prcmoei jnbatnn
secara terbuka

Penerapan
penetapan
indikator kinerjn
individu

b

Menyusun
indikator kinerja
individu

Penetapan Kinerja Individu

Mengumumkllll
seuap tahapan
seleksi secarn
terbuka melalui
website

c. Melaksanaknn
promosi
jabatan eecnrn
terbuka untuk
pimpinan unggi

Menyusun rencana
penerapan
kebijakan promosi
jabatan secarn
terbuka

Menyusun
kebljekan prornosi
jabntan secam
terbuka

Promosi .Jabatan DilRkukan Secnrn Terbuka

Tertaksananye
monitoring dan
evalunsi terhadnp
pengcmbnngan pegawal
berbasis kompetenel
secara berkaJa

Terlaksananya
pengembangen
kompetensi pegawai

Tersusunnya rencnna
~ngembangan
kompetensi pegawai

Terlakaanenya
identlflknsi kebutuhan
pengcmbangan
kompetensi

Waktu Pelabanu,.Il

Kriterla KeberhuUan Indikator dan
Kegiatan Target 202 202 202 202 202

0 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

Terlaks.'Ulanya Jumlah pelaksanaan
assessment pegawni assessment pegawai

(1 [saru] kRli/tahunl

Melaksanaknn
monitoring
dan evaluns!
terhedap
pengembengan
pegawai
berbasis
kcmpetenei
secara berknln

Melaksanakan
pengembangan
kompetensi
pegawei

Menyusun rencana
pengembangan
kompetensi
pegawai

Melaksanaken
Identifikas!
keburuhan
pengembangan
kompetensi

Melaksanakan
assessment
pegawai

b

4

Propam danKegiatan
Ale. H.. Uyana:

No Reform ..
I

dlharapkan

81rokrasl
dan IndJkator

2 3



Bagian
Organisasi
BKD

% [persen! Perangkar
Daerah yang
melaksanakan
pengukuran/penilaia
n kinerja individu
bulanan/trl\l.'lllanan
dengan baik (100
%[sererus persen) )

Semua Perangkar
Daerah metaksanakan
pcnguJnuanl pcnilaian
kinerja individu
bulanan/ triwulanan

Me1aksanakan
pcnguJnuanl
penilaian
kinerja individu
bulanan/triwulana

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

Menyusun Iapcran Semua PNS membuar %(.perM:n) PNSyang ~ 8agian
atas pencapaian laporan kinerja individu menyusun perjanjian Organisasi

kinerja individu kinerja
oleh masing- membuat laporan
m.asing pegawai kinerja individu (75

%(rujuh puluh lima
pc,""n) )

Mclaksanakan Semua kinerja indivldu °'0 (persen) kinerja .J 8agian
monitoring dan PNSdapat dimonJtof"in8 individu PNSyang Organisasi
evaluasi atas perjanjian kinerjanya BKD
pencapeian kinerja ctiulnu/dinilai dapat
individu monitoring (100 °'0

[seratus persenj I

6 Penegakan Aturan DisiplinjKode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Menyusun Tersusunnya kebijakan Peraturan Bupati BKD sudah
kebijakan disiplin/kode elik/kode kode etik pegawai (1 dilaksanaka
disiplin/kode perilaku pegawai [sarulPeraruran n ditabun
etik/ kode Bupau) 2018
perilaku pegawai

b Menerapkan Terlaksananya JuaUah { BKD
aruran penerapan atu.rao pe.laksanaan
ctisiplin/kodo ctisiplin/kod< etik/kode penerapan aruran
etik/kode perilaJru pcrilaku pegawai disiptin/kode erik
pegawai sesuai Informasi/kode
pcraturan pcriJaku pegawai (2
perundang- (duaj
undangan kegiatan/tahunl

MeJakukan Terlaksananya kegiatan Jum1ah pcJaksan.aan ,f BKD
monitoring dan monitoring dan kegiatan monitoring
evajuasi evaluasi pelak.sanaan dan evafuasi
pcJaksan.aan aturan disiplin /kode pelaksanaan aturan
aruran etik/kode perilaku disiplin/kode erik
disiplin/kode pegawai Ikode pcriJaku
etik/kode perilaku pegawai (2 (dua)

kegiatan/tahunl

d Memberikan Terlaksananya kegiatan JumJah pelaksanaan ,f BKD
sanksi dan pemberian sanksi dan kegiatan pemberian
imbalan (reuxvd) imbaJan (reward) sanksi dan imbalan
alas pcJaksanaan alas pelaksanaan (reward)atas
aruran aruran disiplin/ kode pe.laksanaanaturan
disiplin/kode etik/kode pcriJaku disiplin/ kode erik/
etik/kode perilaJru pegawai kode perilalru
pegawai pegawai (2

(dua)
kegiatan/tabun)

Petaksanaan Eveluasi Jabatan

Melaksanakan Terlaksananya kegiatan Jumlah dokumen Bagian
evaluasi evaluasi jabatan hasiI kegiatan Organisasi
jabatan unruk untuk menetapkan evaluasijabatan (I
menetapkan grode/kelas jabatan (satu) dokumenJ
grade/kelas (pcrubahan)
jabaran

b Menetapkan Penetepen grade/kelas Peraruran Bupati Bagian sudab
grade/kelas jabatan berdesarkan tentang penetapan. Organisasi dilaksanaka
jabatan hasil kajian akademik grade/kelas jaba[an n ditahun

(I (sam) Peraruran 2018
Supan)

8 Sistem Infonnasi Manajemen Kepega'A'aian

111098764

202
4

202
3

202
2

202202
o

1312

KeteranganPenanuun
,Ja.ab

lnd.lkator dan
TUlIet

Krit.erla K.eberhuUan
KecJ.at&D

Wak'tu pela.kaanaan
"'- HuUyana:

No Reform .. dlhuapkan
I dan lAcl1kator

Biroluaal

2 3



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
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lnepektcratJumlah tndak
lanjut hasiJ evaluasi
s,atifik"'; (2 (duo)
kegiatan/tahun)

lnapektoratJumlah kegiatan
evaluas!
pelaksanenn
gratiflkasi (2 (dua.)
kegiatnn/tahun)

lnepektoratJumlah kebijakan
gratifikasi II (salU)
kcgiatM/tahun)

lnapektoratJU011nh kegiutan
krunpanye publik
terkait kebijakan
gratifikasi (I (Salu)
kegiatan]

Tahun 2017InspektorotJumlah Keputusan
Bupau Infol"JIUUJi
yang disusun ( 1
[eatu] Keputuean
Bupatf

2 Penerapan Ststem Pengendalian Intern Pemerintah

Merundaklanjuu basil Terlnksnnanye
evaluasi gratifikasi tindaklanjul

eveluasi grntiflkasi

Tereusunya hasi
evaluasl RUts
pelaksannan
grutjfikasi

Terlaksananya
komunikrud
ketertibaten
pimpinan
Pernngkat Daerah
dan etaf untuk
melakukun
kebijakan
grnlifikasi

Tertnkaannnyn
kampanye
pubLik terkalt
kebijaken
gratifikn.si

Terbitnya
Keputusan Bupati
tenumg
penyusunnn
Kebijnknn
gnltHikasi di
Hngkungnn
Pemerintuh
Kabupaten

Melaksa..nakan
evaluaai alas
pclaksanaan
gratiflkasi

Melaksanakan
kebijakan gratifikasi

Melaksanakan
kampanye pu blik
(public campaign)

Menyusun kebijakan
gratift.kasi

Gratiflkasi

Penguatan PengawasanMeningklllnY
e penyeleng
gnrnan
pemerintaha
n yang beralh
dnn bebea
dun Korupsi,
Kolusi dan
Nepotisme
(WajnrTunpu
Pengecualian)

Pengawnsn6

43

KrltClrt.
WaJrtu Pelaban •• n

KeberhuUan Indlkator dan Pen.nccun Ketcrangan
Ko••atan Tare"t 202 202 202 202 202 ,Ja.ab

0 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13

PropatD dan Kegtatan

HuUyan,
dlh.....pkan

dan
Indlkator

AM.
Rerormut
Stroll,...l

No

Tabe13.23.
Rencana Aksi Penguatan Pengawasan Tahun 2020-2024

6) Penguatan Pengawasan

Pengawasan merupakan proses memastikan segala sesuatu berlangsung dalam
cara yang sesuai dan menuju pada indikator dan target yang tepat sebagaimana
seharusnya sesuai Norma Standar dan Patokan yang telah ditetapkan. Sasaran,
Indikator dan Target pencapain hasil dituangkan dalam tabel berikut:

Jumluh kegiatan
pengembangan
Sistem lnformasi
Mannjemen
Kepegawnian bagi
PNS di lingkungan
Pemerintah
Kabuputen (I (sam)
kcgiatanJ tahun)

10 131211986

Terlaksananya
pengembangan Sistem
!nformasi Monajemcn
Kepegawalan sesuul
keburuhan

Mengewbangkan
Sistem
Infonnasi
Manajemen
Kepegawaian
sesuai keburuhan

BKD

4

202
o

202
4

202
3

202
2

202
1

Ketera.oganPenangan
,Jawab

Indikator dan
Target

Waktu Pelaksanaan
Krtterla KeberhuUan

Ke&latanProgram dan Kegiatan
AM. MuUyan,No Rflfonnu
I dlharapkan

81rokrul dan hulill.tor

2 3
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sudah
dilaksanaka
n ditahun
2019

InspektorarJumlah
rekcmendasi
Laporan Hasil
Pemeriksaan
pcngaduan
masyamkat t30
(';ga puluh)
rf'komcndasi/tahun
)

Terlaksana
rekomendasi
Leperan Hasil
Pemerikeaen
pengaduan
maeyaraket

Menindaklanjuti hasil
penanganan
pengaduan
masyarakat

tnspektcrruJumlah Laporan
HasiJ Pemertksaan
pc:ngaduan
masyarakat (30
lti8a puluh)
dokumt":n/cahun)

Terbitnya Laporan
Hasil
Pemertksaan
pengaduan
masyarakal

Mengimpleme.ntasikR
n penanganan
pengaduan
masyarakat

Melakukan Tertaksane JumJah .J Inspektorat
pemantauan pc_mantauan pemantauan
pengendalian intern pengendalJan pengendahan

mtern intern (37 (uga
puluh cujuh)
kcgaatan/tahun)

Pengaduan Masyarakat

Mcnetapkan Tereusunnya Jumlah Standard lnspektorat sudahkebijakan pengaduan Standar Operahng ProcMu~ dllaksanakamasyarakar Opnallng Procedure ISOP! pengaduan n ditahun
(SOP! pengaduan masyaraka, (I 2018masyarakat lUlu)

dolrumrn/tahun)

lnepektoratJumlah kegiOI8n
koord.uutsa kepada
seluruh pthak
terkait tentang
Sislem
Pengendalian Intern
Pemerintah (37 (li8a
puluh rujuh)
krgiRtan/tahun)

Terleksana
koord.masl kcpada
.. Iuruh ¢hale
terkrut tcntang
Sietem
Pengendalian
Intern Pemerintah

Mcnginforma.sikan
dan
mcng)comunikasilc:an
Sistem Pengeadalian
Intern Pemerintah
kepada seluruh pihak
terkait

HuU yang Waktu Pela1uanaan........ Kriteria Indlkator dan PenanuunNo dlhuapkan Ketera.nganReformaal dan Propam dan Ke&latan Keberhu.il.an. Tara:et 202 202 202 202 202 gJa.abBlrokraal 1l1dlk.tor Ke&iatan
0 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menetapkan Ditetapkannya Jumlah Keputusan tnspektcrat sudah
kebijakan penerapan Keputusan Bupati Bupati Icnlang dilaksanaka
Sistcm Pengendalian tcnlan£ Sistem Sistcm n ditahun
Intern Pemerintah Pcngendalian Pcngendahnn Intern 2018

Intern Pcmerintah Pemerintah II
(saIU) Keputusan
Bupati)

Mcmbangun Tcrlaksana Jumlah aktivitas .J oJ lnspektorat
lingkungan kerjasama (12 (dua betas
penge:ndalian pimpinan dan kegiatan/tahun)

SIal unruk
mcmbangun
lingkungan
pengendalian

Melakukan Tersusunnya JumJah idcntifikas,j Inepektorat sudah
penilaian/identifikasi identifikasi Tellletu resike &UUI dilaksanaka
resiko atas organisasi organisasi (1 (satu] n ditahun

kegiatan identifikBBi 2018
rcsUco)

Melakukan kegsatan Terlaksana Jumlah Kcgaatan .r .J lnspektorm
pengendalian unruk kegiatan pc~ndaban untuk
mcminimalisir reSllco pc~ndalian memmimallSU'
yang unruk resiko )'M3 telah
telah diidc.ntifika.si mcminimalisir diidentifikasi ( I

resikc yang telah (saIU)
diidcnLilikasi kegiatan/tahun)
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sudah
dilaksanaka
n ditshun
2019

sudah
dilaksanRka
n dltahun
2019

sudah
dilaksanaka
n ditahun
2019

Inspektorat

tnspektorar

Inspektornt

lnspektorur

Inspektornt

Inspektorat

Inspelctorat

lnspektcrnt

tnspektcrat

Jumlah kegiatan
l!JOsaalisasi
Peraturan Bupari
mengenai
pe.narl8anan
benturan
kepentingan (1
(""lui kali/tahun)

Jumlah Peranrran
Bupatiyang
mt!naa1ur teotaog
benturan
kepentingan (1
(saw) Peraruran
Bupaul

Jumlsh lindale
lanjut hasil eveluaei
alas pelaksanaan
WhIstle Btowmg
Syst~ (4 (empar)
kt:glQum/rahun/

Jumlnh kegiatan
evaluasi etas
pelaksana.'Vl
Whtstle Blowing
System (I lsatul
kqpalM/ triwulan)

JumJah kegialan
Urut Pengendalian
Gmtifik"". di lisp
Perangkat Daerah
II Is.'\tu) kegiaten
Urut Pt.ngendalian
Graulikasa/lahu.nl

Jumlah Sosia1isaSl
W1u.st1~ BlOUAng
Syslem II (salul
kegi8tan/tahunl

Jumlah Keputusan
Bupau tentang
\V1Usrl~BloUllng
SysremII (satu)
KepuCUSWl Bupati)

Jumlah Laporan
Hasil Pemeriksaan
tindak tanjut (1
(satul·3O (tiga
pulWl) Laporan
HasiJ
pemenkeean/tabun
I

Jumlah
rekomendasi
evaluasi Laporan
Hasil Pemeriksaan
(I (""lUI· 30 (tiga
pulWl) Laporan
HasiJ
Pe.meriksaan/tahun
I

Terlaksananya
sosialisasi
Peramran Supati
mengenai
penanganan
benruran
kepentingan

M~mbuat
Peraruran Bupati
yang mengatur
tentang benruran
kepentingan

Terlaksananya
lindRk lanjut hRSiI
evaluasi atas
p<1aksanaan
WhistJe BI""""3
System

Tcrlaksana evaluasi
atas pelaksana
WJustle BlOWIng
SystDn

TubenrulcnY8 Unit
Pengendalian
Gratifikasi di tinp
Perangkat Daernh

Tcrlaksana
8Osali1laSl

Tcl"Susunnya
Kcputusan
Bupati temang
WJus[/~Blowing
System

Tcrlaksananya
tindak
lanjul pc.ngaduan
m.. yarakaI

Tcrlaksananya
evaluasi
penanganan atas
pengaduan
masyarakat

Mcnsosialisasikan
kcbijakan
penanganan
benruran
kcpentingan

b

Menetapkan
Icebijakan
penanganan
benruran
kcpentingan

Pe.nanganan Benturnn Kepentingan

McnindRkJanjuti hasil
evaluast alas
pelaksanaen WhIstle
810uAng System

e.

Melakukan evaluasi
mas pelaksanaan
Whistle Blowtng
System.

Mcngimpicmcnla
sikan Wlusrle B/OUAng
System

Mensosialisasikan
Whlsrle BloUllng
System

Me..nctapkan
kebijakan t~ntang
WhIstle Blowrng
System

Whzst/e Blowing System

Menindaklanjuti hasil
evaluasi penanganan
pengaduan
masyarakat

Melakukan evaluesi
alas penanganan
pengaduan
masyarakal

d

65
1312

4

Pcnanguo
gJawab202

4
202
3

202
2

202202
o

lodikator dan
TUC'"

Wairtu Pe.)..abanaaJl
Krlteria

KeberhasilaD
Kedatan

Pro.,-.m dan Ke&J.atan
Area

HuUyanc:
No Reform ...

cllhara.plr.an
dan

Blrolr.raal lndikator

2 3
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Meo,goptimalkan APIP Terlaksananya
bimbingan teknis
kegiatan
pengembangan
kapaeitas Sumbe.r
DRYRManusia
untuk APIP

APiP

sudah
dilaksanaka
n ditahun
2018

InspektcratJumJah kegiaten
bimbingan teknis
untuk APIP (4
(ernpal) dalam 1
(salU)/.ahun)
kegiatan

6 Pembangunan Zona lrnegntas

a. Mclakukan Tcrlaksananya Pencanangan zona lnspektorat
pencanangan eonn kegiatan Integritas (I (antu)
imegritas peneanangan zona kqpatan/tahunl

uuegruas

b Menetapkan Tersusun JumJah Keputusan ~ lnspektorat
Perangkat Daerah Keporusen Bupati Bupati (J (saluI
/Unit Kerja )'IIn8 tentang ~f'8.n8ka( Keputusan Bupati)
akan dilcembttngkan Daerah yang
menjadi zona menjadi projed
Iruegritas dengan zona mtegritas
Keputusan Bupati

c. Melakukan Terlaksane Jumlnh kegiatan lnspektomr
pembangunan ron" pembangunan zona pembnngunnn z.ona
integritas integritas di imegritas (I (saIU)

Perangkat Deerah kegialan/lahun)

d MeJakukan evaluass Terlaksana evaluasa Jumlah kegJBtan Inspektorat
alas ecna tntegntas alas zona unegritas evaluasr alas zona
yang telah ditetapkan )'W18 integntaa Yrul3

telah dnerepkan telah ditetapkan I)
(Salu)
k~atan/lahun)

e. Mengusulkan Terlaksana Jumlah Perangkat InspektoratPerangkat Daerah p"'W'suIan Daerah )'IIn8
/Unit KerjaYRn8 Perangkat Deerah <husulkanm~Jadi
memenuhi ~ba.gai yang memenuhi Wila}'8h Bebee dar>
zona int.egritas aebagru zona J(orup_/Wilayah
menuju IllIcgr1tas Bu-oicraot Bersah
Pembangunan Zona menuJu Wilayah dan Melayaru (9
tmegritas Meouju Bebas dari (sembilan)
Wilayah Bebee dan Korupsi/Wilayah Perangkat Darrah)
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
Bi.rokrasi Berslh dan dan Melayani
Melayani kepada kepada KemenPAN·
Kernen PAN-RB RB

Hasil eveluesi
peuanganan
~nturan
kepentingan dapat
ditindaklanjuti

Menindaklanjuti ha.."Iil
evaluasi penanganan
benturan
kepentmgan

lnspektcratJumlRh kegiaten
penanganan
benruran
kepentingan yang
dopa.
ditindaklMJuti (1
(scuu) kegjatanl

Terlaksanakannya
evaluasi
petaksanaan
penanganan
benturan
kepentingan

Melaksanakan
evaluasi pelaksanaan
penanganan
benruran
kepentingan

InspektoratJumlah dokumen
pc:nanganan
benruran
kepenungan yang
disusun (1 (sam)
dolrum.en/tahun)

Jumlah dckumen
penanganan
benruran
kepentingan yang
disusun (I (Satu)
dokumenftahun)

'lerimplementasika
nnva
P~angangan
benturan
kcpentingan

Mengimplementa
sikan penanganan
benruran
kepentingan

64

KeCiatan

waJrtu Pelabanaan
Penanuun

Keterangan
202 202 202 202 202 .:J••• b
0 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13

" Inspektorat

IndUtator dan
TUJetKeberhaaUanPropanl dan Kepatan

KrlteriaAre-
H.. UyanC

No Reformul dihuapkan
dOllBlrokrui IncU.lr..tor

2 3
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Bagian
Organisasi

% (persen)
pimpinan
Perangkat Daereb
f Unit Kerja
yang terlibat
(baik langsung
maupun tidak
langs\.I,n&)dalam
penyusunan
penetapan kinerja
(90 °/0 (sembilan
puluh persen] l

Pimpinan Perangkat
Deerah IUnit Kerja
terlibar (baik langsung
maupun udak
langsung) dalam
penyusunan penetapan
kinerja

b. Mcndorong
keterlibatan
pimpinan Perangkat
Daerah fUnit
dalam penyusunan
penetapan kinerja

Bappeda%tpersen)
pimpinan
Perangkat Daerah
/unit kerja yang
terlibat dalam
penyusunan
rencena strategis
(100'''10 [serarus
perscnl )

Pimpinan Perangkar
Daerah jUnit Kerja
terlibar dalam
pe.nyusunan rencana
straregis

Mendorong
keterlibatan
pimpinan Perangkal
Deerah/Unit Kerja
dalam penyusunan
rencana strategis

Keterlibatan pimpinan

Penguatan AkuntabilitasAkuntabilita Meningkatnya
penerapnn
sistcm
akuotabilitas
kinerja (Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
lnstansi
Pemerintah AJ

1312II109876432

KeteranganPcnanuuoc
Ja.. ab

2020 2021 2022 2023 2024

Indlkator dan
Tarcet

Kriteria KeberhasUan
KeglatanProgram dan Kegiatan

Waktu Pelak8anaa.nHuUyanc
diharapkan

dao
Indikator

Ate.
Reformasi
Biroluasi

No.

TabeI3.24.
Rencana Aksi Penguatan Akuntabilitas Tahun 2020-2024

Akuntabilitas merupakan kemampuan menjawab tentang, apa, bagaimana, dan
dilakukan atau tidak dilakukan oleh birokrasi dan Aparatur Sipil
Indikator dan Target pencapaian hasil dituangkan dalam tabel

mengapa sesuatu
Negara. Sasaran,
berikut:

7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

HasUyanC
Waktu Pelaluanaan

Ate. Kriteria Indlkator dan Penana:cun
No Reformasl

diharapluln Program dan Kegiatan KeberbasUan 202 202 gJawab Keterangan
dao Target 202 202 202

Birokrasi lndlkator
Kegiatan 0 2 3 4

2 4 5 6 7 9 10 II 12 13

b Menindaklanjuti Terlaksananya Jumlah tindak Inspektorat sudah

Rekomendasi APiP Lindaklanjut Ianjut hasil dilaksanaka
rekomendasi APIP rekomendasi API? n ditahun

(400 (empat 2019
ratus]
rekomcudaslytahun
)

c. Menyiapkan Sumber Adanya bimbingan Jumlah kegiatan " Inspektorat
Daya Manusia API? teknis peningkatan bim bingan teknis {2
baik secara kuantitas kapabilitas APIP (dual kegiatan
maupun kualitas dalam/ tahun)

Memberikan Adanya dukungan Jumlah anggaran lnspektorat sudah
dukungan anggaran anggaran atas kegiatan API? (5 dilaksanaka
atas pelaksanaan pelaksanaan (lima) n ditahu n
kegiatan APIP kegiaten APIP milyarftahun) 2019

Melaksanakan fungei Terlaksananya Jumlah kegiaran Inspektorar sudah
pengawasan internal pengawasan pengawasan dilaksanaka
berbasis resikc internal berbasis internal berbasis n ditahun

resike resiko (37 (ti&a 2019
puluh tujuh)
kegiatan/tahun)
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Bappeda

Bappeda
Melakukan Meniegkernya kualitas Jumlah aplikasi
cascading/review penyelarasan kincrjA pobon kinerjo
target kinerja yang
pegawai sesuru dibuar/dikembang
dengan kan (1 [satu]
jenja.ng dan tugaa aplikasi]
jabarannya

Melakukan Meningkatnya tmgkat Indeks
perencanaan keterpaduan (integrasi. Perencanaan
terintegraai dan sinkronisasi. dan (Diukur melalu! 3

einergi] (riga) penilaian,
perencanaan yang

perencanaan yaitu integrasi.
lintas sector

pembaagunan, sinkronisasi dan
(collaborativeand

rermasuk konsistensi sinergil
crosscuttinm antare

perencanaan dan
pe.nganggaran dnJam

d. Membnngun dan Pengembangnn Aptikasi Jumlah aptikRSi Bappeda
mengembangknn SIM-K SIM-K yang
perjanjian dikembangknn (I
kinerjafpengukuran (salU) aplikasi]
kinerja berbnsts
elektrcnik

Mengembangkan Semua PNS yang '}o(per8enl PNS Bappedape:nyusunan Inporan menyusun perjnnjiRn yang menyusue
kinerja pt'!r individu kinerja membuet Perjanjian Kerja
rriwulan/semeeternn laporan kinerjn membuat laporan
sesuai perjanjinn kinerja (75 IY.,
lcinerjayang (tujuh puluh lima
ditetapkan persen) )

Bappeda%(perscl"l)
Pernngkur Dnerah
yang menginput
Indikator Idnerja
individu dalam
aplikasi (600/0
(enam puluh
persenl ]

sudah
dilRksanakan
ditahun
2019

BappedaJumlah Pernturan
Bupatl tentnng
pedcman
akuntabtlitas
kinerja yang
disusun ! I (IIDIU)
Peraturen Dupau)

BappedaJumlah kegiman
blmbingan teknis
Sistern
Akuntabilltue
Kinerja lnetanei
Pemerintuh YlU18
dilaksanakan
(minimal 2 (dua)
keg;atan/tahun)

% [per-sen]
pimpinan
Perangkat Deernh
fUnit Kerja yang
melaksanakan
pemantuuan/
penilaian/
pengukuran
terhadap kincrja
bawahan (100%
[seratus persen] )

Bagian
Organisasi

SemUR Pernngknt
Daerah mcnginput
indikator kinerja
individu dalnm nplikasi

Tersusunnya eiatem
dan pedomnn
penerapan Sislc.m
Akuntabilitae
Manajemen Kincrjn

Adanya bimbingun
teknie Sistem
Akuntabilitns Kinerja
lnstansi Pcmcrinmh
kepada pejRbatjl;ilnr
yang membldnngl
Sistem AkunlabiUtas
Kincrja lnstnnsi
Pemerintah

Pimpinan Perangkat
Daerah jUnil Kcrja
melaksanakan
pemantauan/penllaian/
pengukuran terhadap
kinerja bawahan

Mengembangknn
penyusunnn
Indikator kinerja
individu berbasia
elcktronik

c.

b. Menyusunsisrem
dan penguatan
penerapan Sistem
Akunlabili18S
Manajemen Kincrjo
yang Terintegrusl

Mendorong
ketertibatan
pimpinan Perangkar
Daerah IUnit
dalam pcnyusunan
penetapan kincrjn

2 Pengelolean Akuntabititas Kinerja

Mendorong setiap
pimpinan Perangkar
Oaerah IUnit
melaksanakan
pemantauan/
penilaia.n/
pengulcuran atas
pcncapaian kinerja
bewahan SCCfU'6
berkala

1312111096 743

2024202220212020 2023
KetcranganPenangunc

Ja.ab
Incllkator dan

T&r&:ct

Walrtu Pelakaanaan
Kriterla KeberhuUan

Kegiau.nPro.,.am dan Keelatan

HuUyang
dlharapkan

d~
Indlkator

Area
Refonnul
Birokrul

No.
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d Metakukan identililca.si Terlaksananya Jumlah dokumen 8agian
dan reYiu/perbaikan identifikasi dan hasil identifikasi Organisa.s:i
Standard Operating reviuyperbaikan Standard
Procedure (SOP) Standard Operating

Op#:raring _u",(SOP)
Procedure (SOP) yang perlu direvisi
pelayanan (1 (satu) dokumen)

Jumlah dckumen 8agian
Standcvd Organisasi
Operating
Procedure ISOP)
yang
direvi u/ diperbaiki
(15 (lima bolas)
Standcvd
Operanng
ProcEdu"ISOP) )

Me1alcukan identifilcasi Terlaksananya JumIah dokumen Bagjandan revisi/perbaikan identifikasi dan hasil i.ndentifikasi Organisasistandar pelayanan reviw/ perbaikan standar pelayanan
standar (I [satu] Dckumen]
pe.layanan

Bagian
Organisasi

Bagian
Organ.isa9i

b Memaklumatkan standar Scmua Perangkar %(pc,.,..,,)
pelayanan di masing- Deerah Perangkat Deerah
masing Perangkat Darrah memaklumatkan yang

standar membuat/memasa
pelayanan ngmakJumat

standar pelayanan
1100% (x-rarus
person) )

Mendoroog Perangkar Semua Perangkat % Perangkat
Daerah / Unit Kerja Darrah /Unit Daerab /Unit Kerja
membuat Standard Kerja pelayanan pelayanan yang
Operating Procedure mempunyai membuat Standard
ISOP) pad. Standard Operating
pelaksanaan standar Operating Pr.",...ju"'ISOP)
pelayanan Procedure ISOP) pelayanan (100 %

pelayanan [serarus persen, )

sudah dilaksanakan
ditahun 2019

8agian
Organisasi

Peraruran Bupati
tentang standar
peleyaaan
(pcrubahan) 11
(satu) Peraturan
Supanl

Tersusunnya
kebijakan standar
pe.layanan
(pcrubahan)

Menetapkan kebijakan
standar pelayanan

Standar Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

137 121110964

20
24

20
23

20
22

20
21

20
20

Ketera.o&anPenanuuac:
J•• ab

lndik.tor dan
Tuget

Waktu Pelaluanaan
Kriteria

KeberhasilaD
Keptan

Propam d.an Kegiatan
N Area HuUyanc

Refonnas dlbarapka
I ndan

Blrokrasl Indlkator

2 3

Pelayana Meningkat
n Publik nya

kualitas
pelayanan
publik
sesuai
kebutuhan
dan
barapan
masyaraka
t [lndeks
Kepuasaan
Masyaraka
t minimal
800/0)

8) Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan buah atau hasil reformasi birokrasi. Semua
perubahan dalam berbagai aspek akan bermuara pada kualitas pelayanan publik.
Sasaran, Indikator dan Target pencapain hasil dituangkan dalam tabel berikut:

TabeI3.25.
Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

Hasi1 YODC Waktu PeIaba=an
Area dlharapkan Krlterta Keberhas.lla.a. IncUkat.or dan Pcnangung

No. Reform ... dan Pro&nm dan KeptRn Kegiatan Tuget Jaw.b Keterangan
Blrokraal Ind.1kator 2020 2021 2022 2023 2024

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

lingkup pencapaian
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Baglan
Orgnnisnsi

Jumlah Peraturan
Bupati tentang
pcdoman
pengelolaan
pelnyanan
publik (I I...u)
Peraruran Bupati)
perubahan)

sudah dilaksanakan
ditahun 2019

2 (duaJ inov8S1
mruJu.kdalam top
nastonal

DPMPTPersentase
pelnyanan terpadu
yRng seSURl
dengnn sta.ndar
pelayannn
Iketepatan waktu.
kemudnhan dan
kc~lft.Mn preeedcr
pelayenan,
kepaauan biaya
pelaynnan. serta
kebenamn
dokumen/ourpur
pelayanan (100 O/U

(aoeraluspe:rsen) I

Bagian
Orgnni8f\.~

Jumlnh
snnkoi/penghatga
an bagi petaksana
pelayanan pubUk
yang diberikan (I
[satu! kali/,ahun)

sudah dilaksanakan
ditahun 2019

Bagian
Organisasi

J umlah aplikasi
pelayanan online
)'aIl8 dibuar t 1
(saIU)aplilcasi)

Tersusunnya
Peraturan
Supati tenteng
pedoman
pengeJolaan
pelayanan publik

Adanya tnOvas
yang
diikulkan pacta
kcmpeusr mOHlSl
J)f:layanan pubWc
(smot.1A,1d.i
tingk81 pusat

Mdaksanakan
pelayenen
terpedu YW1B
emuaskan h381
pemohon
pelnyanan

Memberlalcukan
srstem
sanksi/penghnr
gaan bagi
pelakeana
pelayanan publik
(sankm apabila
pelayannn Iidak
sesuni stander
pelayanan. dan
penghargaan
apabila pelayanan
dilakukan dengan
balk dan sesuru
standar

Men)'ediakan
aksee informasa
pc:layanan secera
online

Meuetapkan kebijakan
pelayanan pcngaduan
secara online

PengetclaanPengaduan

Membangun/me.naemban
gJc.an inm'asi pelayanan

d Mengembangkanserena
pcJayanan lcrpaduJ
terintegresi (Mal
Peleyanan Publik)

Mengembangkan
pemberlakuan sisrem
sonksi/penghargaan bogi
pelaksana peJayanan
publik (sanksi apabila
pelayenan tidak sesuai
standar pelayanan. dan
penghargaan apabUa
pelayanan dilakukan
dengan baik dan sesuai
standar

b Mempermudabakses
informasi tentang
pelayanan melalui
ber\mgai media

A.ea KucUyan, Waktu Pelaksanaan
H Kriterla Penangun&:Reform_ dlha.rapka Indlkatot dan Keterana:anPropam dan K.egiatan Kebe.rhullan JawabI "dan T..... 20 20 20 20 20

BIro"",,"1 Indikator Ke....t.aa.
20 21 22 23 24

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

JUrnlah dolrumen
etander pelayanan
yang
direviu/diperbaiki
(10 (sepuluh)
standar pelayanan)

Budaya Pe.layanan Prima

Melakukan sosialisasiJ Tertaksananya Jumlah kegiatan Bagian
pelatihandalamupaya sosialisruJi/pelatih sosialisasa/pelatih Organisasi
penerapan budaya an tentang an tentang budaya

budaya pe.layanan pelayanan prima
prima yang dilaksanakan

(I (saN)
kali/,ahun)
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DinasKominroJumJah pelaynnan
berbasis teknotcgi
informasi YRn8
dherapken (l
(satu) pelayanan
berbasis teknolo81
infonna.si)

Terlaksananya
pelayaaan
berbasis teknologi
infonnasi

b Menerapkan pelayanan
berbaaie teknologi
informasi

Melakukan evaluasi etas Terlaksananya %(persen) Bagian
penanganan pengaduan evaluasi Perangkat Deerah Organisasi
di Perangkat Daerah alas penanganan yang ada

pengaduan di pengaduan
Perangkat Daerah pelayanen publik

dapat dievaluesi
(100 % Iseratus
person) )

Penilaian Kepuasan Terhadap Pe.layanan

Me1akukan survey Terlaksananya Jumlab dokumen Bagian
kepuasan masyarakar survey kepuasan ha.sil survey OrganisaS
terhadap pelayanan masyar.U<at kepuasan
publilc secara berkala secara berkaJa masyarakat yang

dibuat (I (sam)
dokumen)

Menindaklanjuti basil Rekcmendasi % (perseel 8agian
survey kepuasan hasil survey dapar rekomendasi ha.'Iil Organisasi
masyarakat ditindaklanjuti survey yang dapat

tindaklanjuti (100
% [serarus persen]
)

Pemanfaatan Teknologi Informasi

MembangunJ Terlaksananya Jumlah pelayanan DinasKominfomengembangkan pembangunenj berbasis teknologi
pelayanan berbasie pengembangan infonnasi YBnl
lelrnologi informasi pelayanan dibangunJdikemba

berbasis teknotogi ngkan (I (satul
mformasi pelayanan berbasia

lemolaga
infonnasi)

Bagian
Organisasi

Jumlah Sistem
Layanan
Pengaduanyang
dikembangkan (2
(dul\) sisteml

Bagian
Organisasi

% [pereen]
pengaduan
pelayanan pubUlc
yang masuk dapar
ditindaklanjuti
sesuai Standard
OptmJhng
Procedure (SOP)
(1000/0Ieeratue
pereem]

sudah dilaksanakan
ditahun 2019

12

Tertaksanenya
pemantapan/pen
gi ntegrastan
Iayenan
pengaduan dan
tindaklanjutnya
melalui Sistem
Pengaduan
Manual dan
Media Elektronik

d Pemantapan/pengintegra
sian layanan pengaduan
dan tindaklanjutnya
melalui Sistem
PengaduanManual dan
Media Elektronik)

Menindaklanjuti
pengnduan
pela.YMlUl publik
yang mruru k
8CSUru Standard
Opemrmg
Procedure (SOP)

Pengaduan yang masulc
ditindaklanjuti seSUN
Standard Operating
Procedure (SO~ untuk
pcrbailcan pelayanan

b Mcn~tapkan Standard
Opereung Procedure
ISOP! pelayanan
pengaduan

134

Penanunnc
Ja.. abPropam dan Keel.tan

N Area HuUyang
Reform... dlharapka

1 n dan
Bhokraal Indlkator

2

Waktu Pel.a1taanaan
Ktiterla Indlkator danKcberb .. Uan Tarcct 20 20 20 20 20Kea:1atan

20 21 22 23 24

S 6 7 8 9 10 11

Tersusunnya Jumlab Standard
Standard Or"'T"Ot1.11g
OperODng Procedure ISOP!_U"' pelayanan
ISOP) pelayanan pengaduan yang
pengaduan ditetapkan (I

[satu] Standard
Operahr19
Procedure ISOP!
perubahen)
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Bagian
Orgartisasi

Jumlah dokumen
hasil monev
kinetja pelayanan
publik (1 (satu)
dokumen)

Quick WinsReformasi Birokasi

Me.lalrukan
money / penilaian
terhadap kinerja
pelayanan publik pada
Perangkat Daerah /Unit­
unit pe1ayanan

Monitoring, Eveluasi dan Pelaporan Kinerja Pe.layanan Publik

d Melaksanakan budaya Terlakaananya % tpersen) JumJah Bagian
"sateen. senyum, sapa" budaya Perengkat Daerah Organisasidalam pelayanan "salem. seeyuee. / Unit layanan

sapa" dalam yang
pelayanan melaksanakan

budaya salam.
senyum. sapa
dalam pelayanan
(90%(sembilan
puluh persen))

Melaksanakan Terlaksananya %(persen) jumlah ., Sagianpengawasan layanan pengawasan layanan publik Organisasipublik melalui layanan tayanan pubJik yaog dapar
"Call Monitoring l..ayanan melalui layanan dimonitoring
Publik" "'CallMonitoring melajui layanan

Layanan Publik" -Call Moniloring
l..ayanan Publik"
(75% (tujuh puJuh
lima perseo) )

Sagian
Organisasi

Jumlah inovasi
layanan publik (1
[saru] Perangkar
Daerah /unit
pelayanan
minimal 1 [saru]
inova.s:i)

Bagian
Organisasi

Jumlah kegiatan
bimbingan leknis
kepada perugas
pelayanan yang
dilaksanakan (S
(lima)
kegiatan/tahunJ

Bagian
Organisasi

Jumlah kegiataD
sosiaiisasi
pelayanan publik
(3 (tigaJ
kegiatan/tahun)

Dinas KominfoJumlah pelayanan
berbasis teknologi
informasi yang
diperbaiki terus
meuerus (I (satu)
pelayanan berbasis
teknologi
informasi!

Jumlah pelayanan
berbasis te.knologi
informasi yang
dieva1uasi (1 (satu)
pelayanan berbasis
reknologi
informasiJ

6

Terlaksananya
money
terbadap kinelja
pelayanan publik
pada Perangkat
Oaerah / Unit­
unit pelayanen

Walrtu Pelaksanaan
Penanggung

20 20 20 20 20 Jawab
20 21 22 23 24

7 8 9 10 11 12

Bagian
Organisasi

Indikator dan
Target

Terlaksananya
upaya-upaya
untuk
meningkatkan
inovasi layanan
publik

Terlaksananya
bimbingan teknis
kepada perugas
pelayanan

Terlaksananya
sosialisasi
pelayanan publik
ke Perangkat
Daerah /unit-unit
pelayanan sampai
ke tingkat
desaJke1urahan

Terlaksananya
perbaikan
secara terus
menerus terhadap
pelayanan
berbasis tekaologi
informasi

Terlaksananya
evaluasi
terhadap
pelayanan
berbasis teknologi
informasi

Melaksanakan upaya­
upaya unruk
meningkatkan inovasi
layanan pu blik

b Melaksanakanbimbingan
teknis kepada petugas
pelayanan

Me1aksanakansosialisasi
pelayanan publik ke
Perangkar Daerah /unit­
unit pelayanan sampai ke
tingkat desa.J kelurahan

Program Gerut Melayani

d Melakukanperbaikan
secara terus menerus
terhadap pelayanan
berbasis teknologi
informasi

Melakukan evaluesi
terhadap pelayanan
berbasis teknoiogi
informasi

13

Keterangan

5

Krlteria
Keberhasilan
K_tau

4

Program dan Kegiatan
N

Are. HasUyang
Refonnas dlharapka

I D dan
Blrokrasi IncUkator

2 3



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN GARUT 2020·2024

Pelaksanaan pelimpahan Terlaksananya %{per-sen] Bagian Pemerin sudah dilaksanakan
sebagian kewenangao Bupati pelimpahan kecamatan yang tahan ditahun 2019
kepada Carnal di bidang sebagian telah
perijinan kewenangan melaksanakan

Bupati kepada pelimpahan
Carnat di bidaog sebagian
perijinao kewenangan

Bupatidi bidang
perijinan secara
optimal (95%
(sembilan puluh
lima persen) I

Layanan Sistem Informasi Adanya % (per-sen) pasien Dinas sudah dilaksanakan
Jejaring Rujukan atau Lay yang Kesehatan sejek 2017SIJERUK GARUT anan Call Center memanfaatkao

I 19 (Public Safety layanao SIJERUK
CenlerjPSC 119
Sijeruk), Layanan
Ambulan Gratis
dan Aplikasi
status ibu hamiJ
dengan resikc
tinggi dan
permasalahannya
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F. Kegiatan-kegiatan

Pelaksanaan penataan dan pembenahan birokrasi sebagaimana tertuang dalam
Road Map Reformasi Birokrasi ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan yang
diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan dalam rencana kerja Perangkat
Daerah, dimana nama program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan nama
program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengelompokan area perubahan dan sasaran perubahan birokrasi mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

E. Penentuan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dad
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKjWBBM)di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKNserta peningkatan
pelayanan publik, maka Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik diarahkan
untuk dapat predikat Zona Integritas WBK
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d. Pengelolaan pengaduan.

e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.

f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.
2. Mekanisme Monitoring

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap unit kerja/ coordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing
Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus
terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara
rutin. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka
dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;

c. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib
merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut
atas dasar langkah-Iangkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

d. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat
Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja
dan pleno;

e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja;

f. Monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
memantau pelaksanaan tindak lanjut.

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam
tingkatan lingkup unit/ satuan kerja dan lingkup pemerintah daerah. Monitoring
dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam
Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target- target
dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal
yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi
birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target- target
yang telah ditentukan. Monitoring merupakan bagian penting yang tak
terpisahkan dari Road Map Reformasi Birokrasi guna memastikan pelaksanaan
kegiatan dalam rencana aksi. Monitoring dilakukan melalui media, sebagai
berikut:

1. Media Monitoring

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama
dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas
sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah;

b. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey
dilakukan setahun sekali;

c. Survei rutin secara online.

BABIV
MONITORING DAN EVALUASI



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KASUPATEN GARUT 2020-2024

B. Evaluasi
Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan
terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap
pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala
dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program
dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah
tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan
rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.
Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah
program akan dihentikan diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dalam
rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing- masing pemerintah daerah.
Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap
enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan
pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil
monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana
aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:
1. Media Evaluasi

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama
dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas dan fokus
dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan
melalui media:

a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah
setidaknya setiap enam bulan sekali;

b. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survey
dilakukan setahun sekali;

c. Survei rutin secara online;

d. Pengelolaan pengaduan;

e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
dan

f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam
bulan sekali.

2. Mekanisme evaluasi

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap unit kerjaj koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan
kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing­
masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan
sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah,wajib
merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut
atas dasar langkah-Iangkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
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d. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah,
maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan
pleno;

e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring
dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

3. Pelaku Monitoring

Pelaku monitoring dan evaluasi adalah semua pelakuj stakeholders yang
berkepentingan terhadap pencapaian target yang tertuang dalam Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Garut. Dengan demikian diharapkan
dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi. Tim Reformasi Birokrasi ditingkat Kota bertanggungjawab
mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

4. Obyek Monitoring dan Evaluasi

Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang
terkait dengan upaya pencapaian target Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Kabupaten Garut. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dilaksanakan sejak
awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
terkait, dan dilakukan oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Garut.

5. Alur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
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Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun
2020 - 2024 disusun dalam rangka pembenahan kondisi birokrasi seeara optimal
terhadap 8 (delapan) program reformasi birokrasi yang akan menjadi aeuan bagi
Pimpinan dan seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program d~
kegiatan reformasi birokrasi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu
Tahun 2020-2024.

Penyusunan reneana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Garut 2020 - 2024 dilakukan dengan memperhitungkan
harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada saat Focus Group
Discussion dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Garut dalam merespon harapan
tersebut. Meskipun reneana aksi ini sudah menguraikan reneana tindak reformasi
birokrasi yang direneanakan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan
penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus
dipeeahkan. Namun demikian fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam
upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual
pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus
menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka
mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan
upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan
banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepereayaan
masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Garut harus terus dibangun agar dapat
dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Garut telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi seeara bersungguh­
sungguh.

Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan Road MapReformasi Birokrasi Kabupaten Garut 2020 - 2024, yaitu:

1. Road Map Reformasi Birokrasi ini harus diintegrasikan dalam dokumen
pereneanaan pembangunan daerah baik RKPDmaupun Renja Perangkat Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Garut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha,
dan semua komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program
dan indikasi kegiatan yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini
dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dengan berbagai instrumen yang mendukung dan sesuai
dengan regulasi yang ada.

4. Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Garut ini berlaku hingga tahun 2024.
Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi
~aka pada periode berikutnya perlu disusun kembali Road Map Reformasi
Birokrasi sesuai dengan tahapan reformasi birokrasi nasional dan terintegrasi
dengan dokumen pereneana~ daerah jangka panjang, jangka menengah, dan ~si
tahunan, dengan memperhatikan arah reformasi birokrasi nasional. ~

BABV

PENUTUP
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Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun
2020 - 2024 disusun dalam rangka pembenahan kondisi birokrasi secara optimal
terhadap 8 (delapan) program reformasi birokrasi yang akan menjadi acuan bagi
Pimpinan dan seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan programdan
kegiatan reformasi birokrasi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu
Tahun 2020-2024.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Garut 2020 - 2024 dilakukan dengan memperhitungkan
harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada saat Focus Group
Discussion dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Garut dalam merespon harapan
tersebut. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan rencana tindak reformasi
birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan
penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus
dipecahkan. Namun demikian fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam
upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual
pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus
menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka
mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan
upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan
banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Garut harus terus dibangun agar dapat
dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Garut telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh­
sungguh.

Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan Road MapReformasiBirokrasiKabupatenGarut 2020 - 2024, yaitu:
1. Road Map Reformasi Birokrasi ini harus diintegrasikan dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah baik RKPDmaupun RenjaPerangkat Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Garut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha,

dan semua komponenmasyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program
dan indikasi kegiatan yang tertuang dalam Road Map ReformasiBirokrasi ini
dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Road Map Reformasi
Birokrasi, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
ReformasiBirokrasi dengan berbagai instrumen yang mendukung dan sesuai
dengan regulasiyang ada.

4. Road Map ReformasiBirokrasi Kabupaten Garut ini berlaku hingga tahun 2024.
Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi,
maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali Road Map Reformasi
Birokrasi sesuai dengan tahapan reformasi birokrasi nasional dan terintegrasi
dengan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan, denganmemperhatikan arah reformasibirokrasi nasional.
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